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ABSTRACT 

THE EFFECT OF ORGANIZA TIONAL S TR UCTURE, ORGANIZA TIONAL 
PROCED URES, ORGANIZA TIONAL S TRA TE GIES AND 

ORGANIZATIONAL CULTURE ON TAXES COLLECTION 
EFFECTIVENESS IN DIS TRICT I CI TY IN REGION OF NOR TH 

KALIMANTAN 

Mashudi 
mashudi@bpk.go.id 

Graduate Studies Program 
Universitas Terbuka 

This study aims to determine the effect offour elements of tax administration 
reform are organizational structure, organizational procedures, organizational 
strategy and organizational culture organizational structure, organizational 
procedures, organizational strategy and organizational culture on the effectiveness 
of tax collection on districts and cities in North Kalimantan Province. Regions are 
required to optimize local revenue, including local taxes in order to be financially 
independent. However, local tax revenue gained is low due to the lack of tax 
collection effectiveness and tax complience. Tax reform, which elements are 
organizational structure, organizational procedures, organizational strategy and 
organizational culture, aims to improve the tax: system to be simpler and tax 
administration improvements, in order to increase tax collection effectiveness. This 
study uses survey method to the tax officers in .five regions of North Kalimantan 
Province. Based on the research result, it can be concluded that the organizational 
structure has no effect on the effectiveness oftax collection, while other variables, 
organizational procedures, organizational strategy and organizational culture 
have positive influence on tax collection effectiveness. 

Keyword: tax collection effectiveness, tax administration, organizational structure, 
organizational procedures, organizational strategy, organizational culture, local 
tax 
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ABSTRAK 

PENGARUH STRUKTUR ORGANISASI, PROSEDUR ORGANISASI, 
STRA TEGI ORGANISASI DAN BUDAY A ORGANISASI TERHADAP 

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PADA KABUPATEN/KOTA DI 
WILA YAH PROVINSI KALIMANTAN UT ARA 

Mashudi 
mashudi@bpk.go.id 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawh struktur organisasi, 
prosedur organisasi , strategi organisasi dan budaya organisasi terhadap efektivitas 
pemungutan pajak pada kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai 
konsekuensi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, daerah dituntut untuk 
meningkatkan sumber penerimaan asli daerah termasuk penerimaan pajak daerah. 
Meskipun demikian, penerimaan paj ak daerah masih rendah disebabkan 
pemungutan pajak yang kurang efektif dan kurangnya kepatuhan pajak. Reformasi 
perpajakan telah dilakukan dalam rangka meningkatkan efekt ivitas pemungutan 
pajak. Penelitian ini dil akukan dengan metode survey terhadap petugas 
perpajakakan daerah pada lima kabupatenlkota di Provinsi Kalimantan Utara. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa struktur organisasi tidak 
berpengaruh terhadap efektivitas pemnungutan pajak, sedangkan variabellain yaitu 
prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi terbukti memiliki 
pengaruh positif terhadap efektivitas pemungutan pajak. 

Kata kunci : efektivitas pemungutan pajak, administrasi perpajakan, stwktur 
organisasi , prosedur organisasi. strategi organisasi, budaya organisasi, pajak daerah 
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BABIV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Struktur Organisasi Pengelola Pajak Daerah 
i 

I 
! ' a. Kota T arakan 

Struktur organisasi pemungut pajak daerah pada Kota Tarakan diatur dalam 

Peraturan Walikota Tarakan Nomor 51 Tahun 2016 mengenai Kedudukan, Susunan 

:I Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 
I 
I 

Daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi 

penyusunan ·kebijakan, pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan 

pembinaan teknis di bidang perencanaan, pendaftaran, pendataan, penetapan, 

penagihan, kebetatan dan pengawasan kepatuhan pajak daerah, retribusi daerah dan 

pendapatan asli daerah lainnya. Susunan organisasi Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah terdiri atas Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pendaftaran, 
., 

Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan Keberatan dan Pengawasan 

Kepatuhan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian yang terkait langsung 

dengan perpajakan daerah adalah Bidang Perencanaan, Pendaftaran, Pendataan dan 

Penetapan serta Bidang Penagihan Keberatan dan Pengawasan Kepatuhan. 

Secara umum, Bidang Perencanaan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan 

menjalankan fungsi perencanaan dan pengembangan pendapatan, 

pengadministrasian konsultasi informasi, pendaftaran dan pendataan wajib pajak, 

penghimpunan dan pengolahan data objek dan subjek pajak daerah, penyusunan 

daftar induk wajib pajak daerah, penghitungan, penilaian dan penetapan pajak 
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52 

daerah dan retribusi daerah, serta pendistribusian serta penyimpanan surat-surat 

perpajakan berkaitan dengan penda:ftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah. 

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Kepatuhan mempunyai 

tugas menangani proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, 

pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi 

dan · permohonan banding, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan retribusi daerah, serta penagihan pajak daerah dan 

retribusi daerah dan pendapaU)n daerah lainnya. 

b. Kabupaten Bulungan 

Struktur organisasi pemungut pajak daerah pada Kabupaten Bulungan 

diatur dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 58 Tahun 2016 mengenai 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bulungan. Badan Pengelola Pajak 

dan Retribusi Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang 

keuangan. Susunan organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terdiri 

dari Sekretariat, Bidang Penaaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pendistribusian, 

Bidang Pembukuan dan Pencatatan Penerimaan, Bidang Penagihan dan Keberatan, 

Bidang Pendapatan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis 

Badan. Bagian yang terkait langsung dengan perpajakan adalah Bidang 

Penda:ftaran, Pendataan, Penetapan dan Pendistribusian, Bidang Pembukuan dan 

Pencatatan Penerimaan, Bidang Penagihan dan Keberatan, dan Bidang Pendapatan. 
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Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pendistribusian mempunyai 
" 

tugas pokok menangani pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan 

mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah, menyusun Daftar lnduk Wajib Pajak 

Daerah, serta melakukan penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. Sedangkan Bidang Pembukuan dan Pencatatan Penerimaan mempunyai 

tugas melaksanakan mempunyai tugas mencatat penerimaan dan pembukuan pajak 

dan retribusi daerah, koordinasi penerimaan bagi hasil pemerintah pusat dan 

provinsi, rekonsiliasi, serta menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan 

daerah. 

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan 

penagihan paj ak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta 

melakukan penghapusan tunggakan, melayani pengaduan dan proses pengajuan 

keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/ penghapusan 

sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding, serta 

pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan retribusi daerah. Bidang Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan 

dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang 

intensiflkasi pendapatan daerah, melakukan sosialisasi pelaksanaan Peraturan 

Daerah terkait dengan pendapatan daerah serta melakukan pemantauan 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 

c. Kabupaten Nunukan 

Struktur organisasi pemungut pajak daerah pada Kabupaten Nunukan diatur 

dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 49 Tahun 2016 mengenai mengenai 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 
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Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nunukan. Susunan Organisasi 

Badan Pengelola Pajak dan.,Retribusi Daerah, terdiri dari Sekretariat, Bidang 

Perencanaan Pendapatan dan Retribusi, Bidang Pendaftaran, Pendataan dan 

Penetapan, Bidang Penagihan dan Pelaporan, Unit Pelaksana Teknis Badan dan 

Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian yang berkaitan langsung dengan 

pemungutan pajak adalah Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi, Bidang 

Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, serta Bidang Penagihan dan Pelaporan. 

Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi bertugas merumuskan 

rencana pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi 

dan ekstensifikasi Pajak dan :?etribusi Daerah, memantau pelaksanaan penyuluhan 

dan sosialisasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah, menyiapkan bahan analisis 

perkiraan target dan pencapaian target penerimaan pendapatan daerah berdasarkan 

potensi pendapatan daerah, serta melaksanakan. program intensifikasi dan 

ekstensiflkasi pendapatan daerah. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan 

menyelenggarakan fungsi perumusan bahan kebijakan operasional di bidang 

Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan. Tugas bidang ini meliputi menyiapkan 

bahan penetapan kebijakan operasional pendaftaran wajib pajak, melaksanakan 
... 

pendaftaran bagi wajib pajak daerah, melaksanakan pendataan dan Validasi Data 

bagi wajib pajak daerah, melaksanakan penilaian, perhitungan dan penetapan pajak 

daerah serta melaksanakan penerbitan dan pendistribusian nota perhitungan dan 

surat ketetapan pajak daerah . 

... 
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Bidang Penagihan dan Pelaporan berfungsi melakukan perumusan bahan 

pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang penagihan, 

keberatan dan banding, pen,gelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Lain-lain 

Pendapatan Daerah yang Sah, memantau kegiatan penagihan, keberatan dan 

banding atas pajak daerah, pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Lain-lain 

Pendapatan yang Sah serta merumuskan dan menindaklanjuti keluhan dan 

keberatan serta proses banding oleh wajib pajak berkaitan dengan pendapatan 

daerah. 

d. Kabupaten Malinau 

Struktur organisasi pemungut pajak daerah pada Kabupaten Malinau diatur 

dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 mengenai Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah 

Kabupaten Malinau. Badan pemungut pajak daerah merupakan bagian dari Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

diatur dalam pasal 31 sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan 

organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas Sekretariat, Bidang 
., 

Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan, Bidang Aset Daerah, 

Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Unit Pelaksana Teknis dan 

Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang yang menangani pajak daerah adalah 

Bidang Pajak Daerah I dan Bidang Pajak Daerah II. 
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Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, pelayanan keberatan, pengolahan 

data serta informasi dan menatausahakan jumlah ketetapan paj ak daerah yang 

terhutang dan penagihan y~g berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

Terhutang (SPPDT) baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Bidang Pajak 

Daerah II mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan, penilaian, 

pendaftaran, perhitungan dan penetapan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) dan menatausahakan jumlah ketetapan PBB P2 dan BPHTB 

yang terhutang dan penagihannya berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

Terhutang (SPPDT) baik PBB P2 mapun BPHTB dan Daftar Himpunan Ketetapan 

Pajak (DHKP). 

e. Kabupaten Tana Tidung 

Struktur organisasi pemungut pajak daerah pada Kabupaten Tana Tidung 

diatur dalam Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2016 mengenai 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung. Susunan Organisasi 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari Sekretariat, Bidang 

Pendataan, Bidang Pendapatan, Bidang Keuangan, Bidang Pengelolaan Aset, 

Kelompok Jabatan Fungsion~l, dan Unit Pelaksana Teknis Badan. Pajak daerah di 

Kabupaten Tana Tidung ditangani oleh Bidang Pendataan dan Bidang Pendapatan. 
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Bidang Pendataan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan 

penetapanjumlah pajak dan retribusi daerah yang terhutang serta menghitung 

besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, 

melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib 

retribusi daerah serta pendataan objek pajak daerah dan objek retribusi daerah dan ., 
membantu melakukan pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak, membuat dan memelihara Daftar lnduk Wajib Pajak dan 

Retribusi Daerah. Bidang Pendapatan melakukan penagihan pajak, menangani 

keberatan terkait paj ak dan retribusi daerah, mengumpulkan dan menyiapkan data 

pembukuan, laporan pajak, serta menangani penyelesaian sengketa pajak. 

2. Analisis Fungsi Organisasi Pemungut Pajak Daerah 

Berdasarkan gambaran umum dan penjabaran tugas pokok dan fungsi dari 

struktur organisasi badan yang bertugas mengelola pajak daerah, maka dapat 

disimpulkan bahwa masing-masing kabupatenlkota di wilayah Provinsi Kalimantan 

Utara memiliki struktur organisasi yang berbeda. Meskipun demikian, pada 

dasarnya terdapat beberapa fungsi utama dalam organisasi pengelola pajak daerah 

pada seluruh kabupatenlkota. Fungsi-fungsi tersebut dapat dijabarkan sebagai 

berikut. 

a. Fungsi Perencanaan 

· Fungsi perencanaan meliputi perumusan rencana pengembangan sumber-

" sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah 

serta melaksanakan penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan analisis 

pengembangan potensi pendapatan daerah dan Perencanaan Target Pendapatan 

43705.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



,, 

58 

Daerah. Dalam praktiknya, bagian yang menjalankan fungsi ini memiliki tugas 

teknis sebagai berikut: 

1) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang 
undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi 
lainnya yang berhubungan dengan perencanaan paj ak daerah; 

2) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit 
kerjanya; 

3) melaksanakan kajian hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar 
pelaksanaan program dan~kegiatan pengelolaan pendapatan daerah; 

4) melaksanakan penyusunan produk hukum dan peraturan perundang-undangan 
di bidang paj ak daerah; 

5) melaksanakan program penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang­
undangan tentang pendapatan daerah; 

6) mengumpulkan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan analisis 
pengembangan potensi pendapatan daerah; 

7) melakukan pengumpulan data terkait potensi pendapatn asli daerah; 
8) menyiapkan bahan analisa potensi sumber pendapatan asli daerah; 
9) menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang 

intensifikasi; 
10) menyiapkan data sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang perpajakan, 

retribusi dan lain-lain PAD yang sah; 
11) melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi di bidang intensifiksasi 

pendapatan daerah 
12) menyiapkan bahan analisis perkiraan target dan pencapaian target penerimaan 

pendapatan daerah berdasarkan potensi pendapatan daerah; 
13) melaksanakan program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; 
14) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait 

dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 
15) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang 

tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya; 
16) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang 

perencanaan pajak daerah. 

Berdasarkan analisis terhadap struktur organisasi serta observasi dan 

wawancara yang dilakukan pada kantor pemungut pajak di lima kabupaten/kota 

yang menjadi objek penelitian, seluruh kabupaten/kota memiliki bagian yang 

menjalankan fungsi perencar.J.aan, walaupun dijalankan oleh struktur organisasi 

yang berbeda. Bagian yang bertugas melaksanakan fungsi perencanaan adalah: 

1) pada Kota Tarakan dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pendaftaran, 
Pendataan dan Penetapan; 

2) pada Kabupaten Bulungan dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan; 
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3) pada Kabupaten Nunukan dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Pendapatan 
dan Retribusi; 

4) pada Kabupaten Malinau dilaksanakan oleh Bidang Pajak Daerah II untuk 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bidang PajakDaerah I untukjenis pajak 
daerah lainnya; 

5) pada Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan. 

b. Fungsi Pendataan 

Fungsi pendataaan meliputi penghimpunan data, pengumpulan data bam 

dan validasi data wajib pajak daerah. Arsip data wajib pajak daerah ini bermanfaat 
.., 

untuk penghitungan dan penetapan pajak daerah serta pembuatan basis data wajib 

pajak daerah. Dalam praktiknya, bagian yang menjalankan fungsi ini memiliki 

tugas teknis sebagai berikut: 

1) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang 
undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi 
lainnya yang berhubungan dengan pendataan pajak daerah; 

2) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit 
kerjanya; 

3) melaksanakan pendataan terhadap objek dan subjek pajak daerah; 
4) melakukan penelitian lapangan atas permohonan pendaftaran waj ib paj ak bam, 

permohonan keberatan, permohonan mutasi objek/subjek, permohonan 
pengurangan dan pelayanan pajak daerah; 

5) melaksanakan validasi data terkait wajib pajak daerah; 
6) menghimpun dan mengolah data wajib pajak daerah; 
7) menyusun Daftar lnduk Wajib Pajak Daerah; 
8) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait 

dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 
9) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang 

tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya; · 
1 0) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang 

pendataan pajak daerah. 

Berdasarkan analisis terhadap struktur organisasi serta observasi dan 

wawancara yang dilakukan pada kantor pemungut pajak di lima kabupaten/kota 

yang menjadi objek penelitian, seluruh kabupatenlkota memiliki bagian yang 
.., 

menjalankan fungsi pendataan. Meskipun demikian, fungsi pendataan pada masing-
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., 
masing kabupaten/kota dilaksanakan oleh bagian-bagian yang berbeda. Bagian 

yang bertugas melaksanakan fungsi pendataan adalah: 

1) pada Kota Tarakan dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pendaftaran, 
Pendataan dan Penetapan; 

2) pada Kabupaten Bulungan dilaksanakan oleh Bidang Pendaftaran, Pendataan, 
Penetapan dan Pendistribusian; 

3) pada Kabupaten Nunukan dilaksanakan oleh Bidang Pendaftaran, Pendataan 
dan Penetapan; 

4) pada Kabupaten Malinau dilaksanakan oleh Bidang Pajak Daerah I untuk Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bidang Pajak Daerah I untukjenis pajak daerah 
lainnya; 

5) pada Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan oleh Bidang Pendataan. 

c. Fungsi Pendaftaran 

Fungsi pendaftaran meliputi pendistribusian formulir serta pelayanan 

pengisian formulir dan pendaftaran wajib pajak daerah. Dalam praktiknya, bagian 

yang menjalankan fungsi ini memiliki tugas teknis sebagai berikut: 

1) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang 
undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi 
lainnya yang berhubungan dengan pendaftaran pajak daerah; 

2) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit 
kerjanya; 

3) menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional terkait pendaftaran wajib 
pajak; 

4) melaksanakan pendaftara,p. bagi wajib pajak daerah; 
5) mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, SPTPD/SPOP 

PBB yang telah diisi oleh Wajib Pajak; 
6) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait 

dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 
7) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang 

tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya; 
8) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang 

pendaftaran paj ak daerah. 

Berdasarkan analisis terhadap struktur organisasi serta observasi dan 

wawancara yang dilakukan pada kantor pemungut paj ak di lima kabupaten/kota 

yang menjadi objek penelitian, seluruh kabupaten/kota memiliki bagian yang 
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menjalank:an fungsi penda:ftaran, walaupun dijalankan oleh struktur organisasi yang 

berbeda. Bagian yang bertugas melaksanakan fungsi pendaftaran adalah: 

1) pada Kota Tarakan dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pendaftaran, 
Pendataan dan Penetapan; 

2) pada Kabupaten Bulungan dilaksanakan oleh Bidang Penda:ftaran, Pendataan, 
Penetapan dan Pendistribusian; 

3) pada Kabupaten Nunukan dilaksanakan oleh Bidang Pendaftaran, Pendataan 
dan Penetapan; 

4) pada Kabupaten Malinau dilaksanakan oleh Bidang Pajak Daerah I untuk Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bidang Pajak Daerah I untukjenis pajak daerah 
lainnya; 

5) pada Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan oleh Bidang Pendataan. 

d. Fungsi Penghitungan dan Penetapan 

" Fungsi penghitungan dan penetapan meliputi penilaian, penghitungan 

jumlah, dan penetapan besaran pajak daerah yang dikenakan terhadap wajib pajak 

daerah. Dalam praktiknya, bagian yang menjalankan fungsi ini memiliki tugas 

teknis sebagai berikut: 

1) ll).enghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang 
undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi 
lainnya yang berhubungan dengan penghitungan dan penetapan pajak daerah; 

2) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit 
kerjanya; 

3) menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional penghitungan dan 
penetapan paj ak; 

4) menyiapkan bahan peren'Canaan operasional program dan kegiatan penetapan 
bagi penanggung paj ak daerah; 

5) melaksanakan penilaian, perhitungan dan penetapan pajak daerah; 
6) melaksanakan penerbitan nota perhitungan dan surat ketetapan pajak daerah; 
7) mendistribusikan nota perhitungan dan surat ketetapan pajak daerah; 
8) memproses penetapan, pendistribusian, penagihan, pembetulan, pembatalan, 

pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi 
administrasi; 

9) memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan 
Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku; 

1 0) melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah; 
11) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan 

Retribusi Daerah (SKRD); 
12) melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang 

Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak!Retribusi Daerah Kurang 
Bayar Tambahan (SKPI{KBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi 
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Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah 
Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB); 

13) melaksanakan penghitungan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah 
(SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar 
(SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/ Retribusi Daerah Lebih Bayar 
(SKPDLB/SKRDLB), Surat Ketetapan Pajak/ Retribusi Daerah Kurang Bayar 
Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah 
Nihil (SKPDN/SKRDN); mendistribusikan dan menerima kembali formulir 
pendaftaran, SPTPD/SPOP PBB yang telah diisi oleh Wajib Pajak; 

14) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerj a terkait 
dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

15) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang 
tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya; 

16) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang 
penghitungan dan penetapan pajak daerah. 

Berdasarkan analisis terhadap struktur organisasi serta observasi dan 

wawancara yang dilakukan pada kantor pemungut pajak di lima kabupaten/kota 

yang menjadi objek penelitian, seluruh kabupaten/kota memiliki bagian yang 

menjalankan fungsi penghitungan dan penetapan. Meskipun demikian, fungsi 

penetapan pada masing-masing kabupaten/kota dilaksanakan oleh bagian-bagian 

yang berbeda. Bagian yang bertugas melaksanakan fungsi penghitungan dan 

penetapan adalah: 

1) pada Kota Tarakan dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pendaftaran, 
Pendataan dan Penetapan; 

2) pada Kabupaten Bulungan dilaksanakan oleh Bidang Pendaftaran, Pendataan, 
Penetapan dan Pendistribusian; 

3) pada Kabupaten Nunukan dilaksanakan oleh Bidang Pendaftaran, Pendataan 
dan Penetapan; . 

4) pada Kabupaten Malinau dilaksanakan oleh Bidang Pajak Daerah I untuk Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bidang Pajak Daerah I untukjenis pajak daerah 
lainnya; 

5) pada Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan oleh Bidang Pendataan. 

e. Fungsi Penagihan 

Fungsi penagihan meliputi perumusan kebijakan tentang sistem dan 

prosedur penagihan, perumusan kebijakan teknis kegiatan, serta pelaksanaan 

'· 
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penagihan pajak daerah dan penagihan atas tunggakan pajak. Dalam praktiknya, 

bagian yang menjalankan fungsi ini memiliki tugas teknis sebagai berikut: 

1) menghimpun, mempelaja,ri dan menelaah serta mengolah peraturan perundang 
undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi 
lainnya yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah; 

2) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit 
kerjanya; 

3) menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional penghitungan dan 
penagihan paj ak; 

4) menyiapkan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penagihan 
bagi penanggung pajak daerah; 

5) menyiapkan suiat dan dokumen penagihan pajak daerah; 
6) mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan 

penagihan; 
7) melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah 

lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo; 
8) memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan; 
9) melaksanakan pemungutan dan penagihan kepada wajib pajak daerah: · 
1 0) melaksanakan penyetoran hasil penerimaan pajak daerah kepada pihak yang 

berwenang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; 
11) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait 

dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 
12) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang 

tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya; 
13) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang 

penagihan pajak daerah. 

Berdasarkan analisis terhadap struktur organisasi serta observasi dan 

wawancara yang dilakukan pada kantor pemungut pajak di lima kabupaten/kota 

yang menjadi objek penelitian, seluruh kabupaten/kota memiliki bagian yang ., . 

menjalankan fungsi penagihan pajak dan tunggakan pajak. Meskipun demikian, 

fungsi penagihan pajak pada masing-masing kabupaten/kota dilaksanakan oleh 

bagian-bagian yang berbeda. Bagian yang bertugas melaksanakan fungsi penagihan 

adalah: 

1) pada Kota Tarakan dilaksanakan oleh Bidang Penagihan, Keberatan dan 
Pengawasan Kepatuhan; 
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2) pada Kabupaten Bulungan dilaksanakan oleh Bidang Penagihan dan 
Keberatan; 

3) pada Kabupaten Nunukan dilaksanakan oleh Bidang Penagihan dan Pelaporan; 
4) pada Kabupaten Malinau dilaksanakan oleh Bidang Pajak Daerah I untuk Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bidang Pajak Daerahl untukjenis pajak daerah 
lainnya; 

5) pada Kabupaten Tana Tiqung dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan. 

f. Fungsi Penanganan Keberatan 

Fungsi penanganan keberatan meliputi pelaksanaan pelayanan pengaduan 

dan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, 

pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan 

permohonan banding atas pajak daerah. Dalam praktiknya, bagian yang 

menjalankan fungsi ini memiliki tugas teknis sebagai berikut: 

1) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang 
undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi 
lainnya yang berhubungah dengan penanganan keberatan atas pajak daerah; 

2) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit 
kerjanya; 

3) menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional penanganan keberatan 
pajak; 

4) melaksanakan analisis terhadap surat -surat keberatan dan permohonan banding 
oleh wajib pajak daerah; 

5) menindaklanjuti keberatan dan permohonan banding oleh wajib pajak daerah; 
6) melaksanakan pelayanan pengaduan; 
7) memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan 

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; 
8) memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, 

retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya; 
. 9) memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding; 
1 0) meinproses kompensasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah 

lainnya; .; 
11) mengadakan penelitian lapangan paj ak daerah, retribusi daerah dan pendapatan 

daerah lainnya; 
12) melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan 

pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah; 
13) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait 

dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 
14) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang 

tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya; 
15) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang 

penanganan keberatan atas pajak daerah. 
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Berdasarkan analisis terhadap struktur organisasi serta observasi dan 

wawancara yang dilakukan pada kantor pemungut pajak di lima kabupaten/kota 

yang menjadi objek penelitian, sehiiuh kabupaten/kota memiliki bagian yang 

menjalankan fungsi penanganan keberatan, walaupun dijalankan oleh struktur 

" organisasi yang berbeda. Bagian yang bertugas melaksanakan fungsi penanganan 

keberatan adalah: 

1) pada Kota Tarakan dilaksanakan oleh Bidang Penagihan, Keberatan dan 
Pengawasan Kepatuhan; 

2) pada Kabupaten Bulungan dilaksanakan oleh Bidang Penagihan dan 
Keberatan; 

3) pada Kabupaten Nunukan dilaksanakan oleh Penagihan dan Pelaporan; 
4) pada Kabupaten Malinau dilaksanakan oleh Bidang Pajak Daerah I untuk Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bidang Pajak Daerah I untukjenis pajak daerah 
lainnya; 

5) pada Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan. 

g. Fungsi Pencatatan dan Pelaporan 

Fungsi pencatatan dan pelaporan meliputi pelaksanaan pembukuan dan 

pencatatan penerimaan pajak serta penyusunan laporan atas penerimaan pajak 

daerah. Dalam praktiknya, bagian yang menjalankan fungsi ini memiliki tugas 

teknis sebagai berikut: 

1) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang 
undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi 
lainnya yang berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan atas pajak daerah; 

2) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit 
kerjanya; 

3) menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional pencatatan dan pelaporan 
pajak; ~ 

4) perumusan kebijakan teknis kegiatan perhitungan dan perumusan prosedur 
pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah; 

5) menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan prosedur pembukuan dan 
pelaporan pendapatan daerah; 

6) melaksanakan pencatatan penerimaan dan pembukuan pajak daerah dan 
tetribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah; 

7) menerima dan mencatat tembusan semua Surat Ketetapan Pajak/Retribusi 
Daerah (SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak I Retribusi Daerah Kurang 
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Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang 
Bayar Tambahan(SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi 
Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak I Retribusi Daerah 
Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB); 

8) melakukan perhitungan tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
9) melaksanakan pembukuan Piutang Daerah; 
1 0) menyiapkan bahan penyusunan laporan penerimaan pendapatan daerah secara 

berkala; 
11) mengembangkan sistem dan melaksanakan Pembukuan Penerimaan 

pendapatan Daerah; 
12) penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah; 
13) pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan paj ak dan retribusi ke SKPD yang terkait; 
14) melaksanakan Rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah bersama pihak lain 

sesuai bidang tugasnya; 
15) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait 

dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 
16) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang 

tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya; 
1 7) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang 

pencatatan dan pelaporan atas paj ak daerah. 

Berdasarkan analisis terhadap struktur organisasi serta observasi dan 

wawancara yang dilakukan pada kantor pemungut pajak di lima kabupatenlkota 

yang menjadi objek penelitian, seluruh kabupatenlkota memiliki bagian yang ., 
menjalankan fungsi pencatatan dan pelaporan, walaupun dijalankan oleh struktur 

organisasi yang berbeda. Bagian yang bertugas melaksanakan fungsi pencatatan 

dan pelaporan adalah: 

1) pada Kota Tarakan dilaksanakan oleh Bidang Penagihan, Keberatan dan 
Pengawasan Kepatuhan; 

2) pada Kabupaten Bulungan dilaksanakan oleh Bidang Pembukuan dan 
Pencatatan Penerimaan; 

3) pada Kabupaten Nunukan dilaksanakan oleh Penagihan dan Pelaporan; 
4) pada Kabupaten Malinau dilaksanakan oleh Bidang Pajak Daerah I untuk Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bidang Pajak Daerah I untukjenis pajak daerah 
lainnya; 

5) pada Kabupaten Tana Ti<ilung dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan. 

h. Fungsi Pemantauan dan Pengawasan 

Fungsi pemantauan dan pengawasan meliputi pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan 
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peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, bagian yang menjalankan 

fungsi ini memiliki tugas teknis sebagai berikut: 

1) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang 
undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi 
lainnya yang berhubungan dengan pemantauan dan pengawasan pajak daerah; 

2) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit 
kerjanya; 

3) menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional pemantauan dan 
pengawasan pajak; 

4) pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-
undangan ~ 

5) melakukan evaluasi laporan pendapatan Daerah; 
6) melakukan pemantauan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; 
7) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait 

dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 
8) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang 

tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya; 
9) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang 

pemantauan dan pengawasan pajak daerah. 

Berdasarkan analisis terhadap struktur organisasi serta o bservasi dan 

wawancara yang dilakukan pada kantor pemungut pajak di lima kabupatenlkota 

yang menjadi objek penelitian, fungsi pemantauan dan pengawasan telah dilakukan, 

namun tidak seluruh kabupatenlkota memiliki bagian yang menjalankan fungsi 

pemantauan dan pengawasan ini. Kota Tarakan memiliki Bidang Penagihan, 

Keberatan dan Pengawasan Kepatuhan yang bertugas mengawasi kepatuhan dan 

melakukan evaluasi terhadap kepatuhan pajak, sedangkan empat kabupaten yang 

lain belum memiliki bagian yang bertugas menjalankan fungsi tersebut. Fungsi 

pemantauan dan pengawasan pada Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan 

melekat pada tugas dan fungsi masing-masing kepala bidang, sedangkan pada 

Kabupaten Malinau dan Tana Tidung melekat kepada Kepala badan dan 
.; 

Sekretariat. 
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B. Deskripsi Data 

1. Data dan Karakteristik Re~1;1onden 

Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 247 orang yang merupakan 

pegawai pada badan yang bertUgas memungut pajak daerah pada lima kabupaten 

dan kota di seluruh Provinsi K~limantan Utara. Dari 247 kuesioner yang dikirim ke 

seluruh kabupaten dan kota, jumlah yang diisi dan dikembalikan sebanyak 201 

kuesioner. Dari seluruh 201 ku~sioner yang kern bali, sebanyak satu kuesioner tidak 

diisi secara lengkap· sehingg~tidak digunakan dalam pengolahan data penelitian, 

sehingga jumlah kuesioner yang diolah datanya adalah 200, Jumlah tersebut 

mewakili 81,38% dari selunih populasi sehingga dianggap telah mewakili seluruh 

populasi. Gambaran karakteristik responden pada penelitian ini dijabarkan sebagai 

berikut. 

a. Usia Responden 

Dari 200 orang responden, dilakukan pengelonipokan terhadap usm 

responden. Kriteria pengelompokan adalah usia di bawah 26 tahun, antara 26-35 

tahun, antara 36-45 tahun, antara 46-55 tahun dan di atas 55 tahun. Berdasarkan 

pengelompokan terse but, juml8.h responden yang berusia di bawah 26 tahun adalah 

2 orang atau 2% dari keseluruh?n responden. Responden dalam rentang usia 26-35 

tahun berjumlah 64 orang atau,,32%. Responden berusia 36-45 tahun berjumlah 73 

orang yang merepresentasikan 36% dari keseluruhan responden. Responden berusia 

46-55 tahun berjumlah 51 orang atau 21%, sedangkan responden yang berusia di 

atas 55 tahun berjumlah 20 orang atau 10% dari keseluruhan responden. Data usia 

responden tergambar pada Grafik 4 .1. 
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Berdasarkan data usia pada Graflk 4.1 diketahui bahwa sebagian besar 

responden berada di rentang usia 26-35 tahun dan 36-45 tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebaghm besar pegawai yang menangani pelayanan pajak 

daerah berada di usia produktif sehingga dapat melayani wajib pajak dengan 

maksimal. Usia yang relatifmudajugamengindikasikan pegawai akan lebih mudah 

mempelajari hal bam, beradaptasi dengan perubahan peraturan, memahami 

perangkat teknologi, serta menyesuaikan diri dengan budaya organisasi. 

b. JenisKelamin Responden .., 

Dari 200 orang responden, sejumlah 133 responden berjenis kelamin laki- . 

laki dan 67 orang respondeD. berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian 

persentase responden laki-laki adalah 66% sedangkan responden perempuan 

sebesar 34% sebagaimana tergambar pada Grafik 4.2. 
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Grafik 4.2 
Data Jenis Kelamin Responden 

Jer)Js Kelamin Responden 

• Laki-laki a Perempuan 

Sumber: Data Olahan Kuesioner 

Berdasarkan datajenis kelamin responden pada Grafik 4.2 diketahui bahwa 

sebagian besar responden beljenis kelamin laki-laki. Perbedaan jumlah pegawai 

laki-laki dan perempuan cukup signifikan, yaitu pegawai laki-laki berjumlah 

hampir dua kali lipat pegawai perempuan. Meskipun demikian, berdasarkan hasil 

observasi lapangan di lima kabupaten/kota, petugas front office yang bertugas 

menangani langsung para wajib pajak di kantor pajak daerah sebagian besar 

berjenis kelamin perempuan. Kebutuhan terhadap pegawai laki-laki lebih banyak 

diperlukan untuk melaksanakan tugas di lapangan, misalnya fungsi pendataan dan 

penagihan atau di bagian teknis seperti penghitungan dan penetapan . 

.. 
c. Tingkat Pendidikan Responden 

Responden dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan terakhimya 

yaitu lulusan SMP, lulusan SMA/SMK, lulusan Diploma 1 atau Diploma 3, lulusan 

Sl/sederajat, lulusan S2, dan lulusan S3. Berdasarkan pengelompokan tersebut, 

jumlah responden yang berpendidikan SMP dan S3 adalah 0%. Responden dengan 

pendidikan SMA/SMK berjumlah 54 orang atau 27%. Responden dengan 

pendidikan Diploma berjumlah 29 orang yang merepresentasikan 14% dari 
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keseluruhan responden. Responden dengan pendidikan S 1 berjumlah 1 06 orang 

atau 53%, sedangkan responden yang memiliki pendidikan S2 berjumlah 11 orang 

atau 6% dari keseluruhan responden. Data tingkat pendidikan terakhir responden 

tergambar pada Grafik 4.3. 

Grafik 4.3 
Data Tin kat Pendidikan Res onden 

I " 5MP ll 5MA/5MK 10 Dl/03 "51 .. 52 .. 53 
L __ _ 

Sumber: Data 0/ahan Kuesioner 

Berdasarkan data tingkat pendidikan responden pada Grafik 4.3 diketahui 

bahwa sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir S 1. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai yang menangani pelayanan pajak 

daerah memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan 

pegawai akan lebih mudah mempelajari hal baru serta memahami perangkat 

teknologi. 

d. Status Kepegawaian Responden 

Penelitian dilakukan kepada seluruh pegawai baik yang berstatus Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau pegawai honorer. Dari 

200 orang responden, sejumlah 156 responden merupakan PNS dan 44 orang 

responden merupakan PTT. Dengan demikian persentase responden PNS adalah 
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78% sedangkan responden PTT sebesar 22% sebagaimana tergambar pada Grafik 

4.4. 

I 
I 

l 

Grafik4.4 
Data Status Kepe awaian Res onden 

Status Kepegawaian Responden ., 

• PNS • PTT 

Sumber: Data 0/ahan Kuesioner 

Berdasarkan data status kepegawaian responden sebagaimana ditunjukkan 

oleh Grafik 4.4, diketahui b$wa sebagian besar responden merupakan pegawai 

dengan status PNS. Pegawai honorer atau PTT hanya merupakan sebagian kecil 

dari keseluruhan pegawai disebabkan adanya peraturan yang melarang daerah 

untuk menambah jumlah pegawai honorer atau PTT. Namun demikian 

keberadaannya masih diperlukan untuk mengatasi kebutuhan pegawai mengingat 

pemerintah juga memberlakukan moratorium penerimaan PNS. 

e. J abatan Responden 

Responden dikelompokkan berdasarkan tingkat jabatannya yaitu staf 

pelaksana, eselon 4, dan esef6n 3 ke atas. Berdasarkan pengelompokan tersebut, 

jumlah responden yang memilikijabatan eselon 3 ke atas berjumlah 15 orang atau 

8%, responden denganjabatan eselon 4 berjumlah 30 orang atau 15%, sedangkan 

responden yang merupakan staf pelaksana berjumlah 155 orang atau 77% dari 

keseluruhan responden. Datajabatan responden tergambar pada Grafik 4.5. 
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Grafik4.5 
Data Jabatan Res onden 

a Staf • Eselon 4 • Eselon 3 ke atas J 
Sumber: Data 0/ahan Kuesioner 

Berdasarkan data jabatan responden sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik 

4.5, diketahui bahwa seluruh pejabat eselon 4, eselon 3, dan eselon 2 di seluruh 

objek penelitian telah turut serta menjadi responden dalam penelitian ini. 

2. Uji Instrumen Penelitian 
.; 

a. Uji validitas 

Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Untuk itu, 

perlu dilakukan pengujian validitas instrumen. Instrumen dinyatakan valid jika nilai 

korelasi di atas 0,3 dan atau nilai signifikansi (sig) dari hasil korelasi Pearson lebih 

kecil dari 0,05 (level of confidence 5%). Berdasarkan hasil uji validitas terhadap 

instrumen penelitian, variabel X1 yaitu struktur organisasi yang diwakili oleh 10 

pertanyaan dalam kuesioner seluruhnya valid dengan nilai korelasi terendah adalah 

0,651 dan nilai korelasi tertinggi 0,819. Variabel X2 yaitu prosedur organisasi yang 

diwakili oleh 6 pertanyaan dalam kuesioner seluruhnya valid dengan nilai korelasi 

terendah adalah 0,543 dan nilai korelasi tertinggi 0,827. 
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V ariabel X3 yaitu strategi organisasi yang diwakili oleh 8 pertanyaan dalam 

kuesioner seluruhnya valid dengan nilai korelasi terendah adalah 0,689 dan nilai 

korelasi tertinggi 0,974. Yang terakhir, Variabel X4 yaitu budaya organisasi yang 

diwakili oleh 4 pertanyaan dalam kuesioner seluruhnya valid dengan nilai korelasi 

terendah adalah 0,710 dan nilai korelasi tertinggi 0,852. Hasillengkap pengujian 

SPSS untuk validitas V ariabel Independen yaitu Struktur Organisasi (X1 ), Prosedur ., 

Organisasi (X2), Strategi Organisasi (X3), Budaya Organisasi (X4) disajikan pada 

Lampiran 1. 

Dengan demikian maka seluruh pertanyaan dalam kuesioner untuk 

mengukur variabel independen yaitu Struktur Organisasi (X 1 ), Prosedur Organisasi 

(X2), Strategi Organisasi (X3), Budaya Organisasi (X4) dinyatakan valid. 

Selanjutnya untuk hasil pengujian validitas terhadap V ariabel Dependen Efektivitas 

Pemungutan Pajak (Y) diwakili oleh 18 pertanyaan dalam kuesioner yang 

seluruhnya teruji valid dengan nilai korelasi terendah sebesar 0,544 dan tertinggi 

sebesar 0,828. Hasil lengkap pengujian SPSS untuk validitas terhadap V ariabel 

Dependen Efektivitas Pemungutan Pajak (Y) disajikan pada Lampiran 1. 

b. Uji reliabilitas 

Selain uji validitas, dilakukan uji reliabilitas terhadap instrumen penelitian. 

Instrumen penelitian dinyatakan reliabel apabila nilai alpha cronbach variabel yang 

diuji adalah lebih besar dari 0,7. Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap 

instrumen penelitian, variabel X1 yaitu struktur organisasi yang diwakili oleh 10 · 

pertanyaan dalam kuesioner..; seluruhnya reliabel deng~ nilai alpha cronbach 

terendah adalah 0,926 dan nilai alpha cronbach tertinggi 0,935. Variabel X2 yaitu 

prosedur organisasi yang diwakili oleh 6 pertanyaan dalam kuesioner seluruhnya 
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reliabel dengan nilai alpha cronbach terendah adalah 0,837 dan nilai alpha 

cronbach tertinggi 0,906. V ariabel X3 yaitu strategi organisasi yang diwakili oleh 

8 pertanyaan dalam kuesioner seluruhnya reliabel dengan nilai alpha cronbach 

terendah adalah 0,964 dan nilai alpha cronbach tertinggi 0,982. Variabel X4 yaitu 

budaya organisasi yang diwakili oleh 4 pertanyaan dalam kuesioner seluruhnya 

reliabel dengan nilai alpha croribach terendah adalah 0,854 dan nilai alpha 

cronbach tertinggi 0,907. 

Varia bel Dependen Efektivitas Pemungutan Pajak (Y) diwakili oleh 18 

pertanyaan dalam kuesioner yang seluruhnya teruji reliabel dengan nilai alpha 

cronbach terendah adalah 0,958 dan nilai alpha cronbach tertinggi 0,962. Dengan 

demikian, berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap instrumen, maka instrumen 

penelitian untuk V ariabel Struktur Organisasi (XI), Prosedur Organisasi (X2), 

Strategi Organisasi (X3), Budaya Organisasi (X4) dan Variabel Efektivitas 

Pemungutan Pajak (Y) dinyatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas untuk 

variabel independen dan variabel dependen secara lengkap disajikan dalam 
.; 

Lampiran2. 

c. Uji normalitas 

Uji selanjutnya yang dilakukan terhadap instrumen penelitian setelah uji 

validitas dan uji reliabilitas. Hasil uji normalitas menggunakan metode tes 

Kolmogorov Smimov dengan level signifikansi 5% untuk seluruh butir pertanyaan 

dalam instrumen penelitian menunjukkan bahwa variabel XI yaitu struktur 

organisasi yang diwakili oleh 10 pertanyaan dalam kuesioner seluruhnya 

terdistribusi normal dengan nilai rata-rata terendah 4,14 dan nilai rata-rata tertinggi 

4,30 serta standar deviasi terendah 0,332 dan tertinggi 0,511. Variabel X2 yaitu 
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" prosedur organisasi yang diwakili oleh 6 pertanyaan dalam kuesioner seluruhnya 

terdistribusi normal dengan nilai rata-rata terendah 4,14 dan nilai rata-rata tertinggi 

4,45 serta standar deviasi terendah 0,332 dan tertinggi 0,499. 

Selanjutnya, variabel X3 yaitu strategi organisasi yang diwakili oleh 8 

pertanyaan dalam kuesioner seluruhnya terdistribusi normal dengan nilai rata-rata 

terendah 4,14 dan nilai rata-rata tertinggi 4,26 serta standar deviasi terendah 0,332 

dan tertinggi 0,442. Variabel X4 yaitu budaya organisasi yang diwakili oleh 4 

pertanyaan dalam kuesioner terdistribusi normal dengan nilai rata-rata terendah 

4,26 dan nilai rata-rata tertinggi 4,44 serta standar deviasi terendah 0,343 dan 

tertinggi 0,511. Variabel Y yaitu efektivitas pemungutan pajak yang diwakili oleh 

18 pertanyaan dalam kuesioner terdistribusi normal dengan nilai rata-rata terendah 

4,10 dan nilai rata-rata tertinggi 4,45 serta standar deviasi terendah 0,343 dan 

tertinggi 0,511. Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut, seluruh data penelitian 
. . 

dinyatakan berdistribusi normal. Hasil lengkap pengujian SPSS 23 untuk uji 

normalitas untuk variabel independen dan variabel dependen secara lengkap 

disajikan dalam Lampiran 3 .. , 

3. Uji Hipotesis 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

dalam Bab II. Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan uji t. Uji t bertujuan 

untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji 

hipotesis dalam analisis ini menggunakan SPSS dengan melihat nilai ~' serta 

membandingkan dengan nilai t hi tung dengan t tabel. Perhitungan ini menggunakan 

program SPSS. Keputusan penerimaan hipotesis jika t hitung lebih besar dari nilai 

t tabel maka hipotesis diterima. Hasil print out pengujian pada aplikasi SPSS 23 
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disajikan secara lengkap dalam Lampiran 4. Ringkasan hasil analisis regresi antara 

variabel independen yaitu Struktur Organisasi (XI), Prosedur Organisasi (X2), 

Strategi Organisasi (X3), Budaya Organisasi (X4) terhadap variabel dependen 

yaitu Efektivitas Pemungutan Pajak (Y) dalam penelitian ditunjukkan pada Tabel 

4.1. 

Hubungan 

XI • y 

X2 • y 

X3 • y 

X4 • y 

Tabel4.1 
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 

Hasil Uji SPSS 

(} t-tabel t-hitung 

-0,034 -0,372 

o:I98 4,468 

0,427 
1,98 

11,247 

0,502 13,084 

Sumber: Hasil Pengo/ahan Data SPSS 23 

a. Uji hipotesis I 

R2 

0,978 

Hipotesis I yang diajukan adalah struktur organisasi berpengaruh positif 

terhadap efektivitas pemungutan pajak pada kabupaten/k:ota di Provinsi Kalimantan 

Utara. Berdasarkan pada Tabel 4.I, ringkasan hasil uji hipotesis menunjukkan 

bahwa hubungan tersebut memiliki nilai ~ -0,034 dan t hitung sebesar -0,372 

signifikan pada a= 0,05 (on tailed) dan nilai t tabel adalah 1,98. Nilai t-hitung < t 

tabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi tidak berpengaruh 

terhadap efektivitas pemungutan paj ak pada kabupaten/k:ota di Provinsi Kalimantan 

Utara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 ditolak. 

b. Uji hipotesis 2 

Hipotesis 2 yang diajukan adalah prosedur organisasi berpengaruh positif 

terhadap efektivitas pemungutan paj ak pada kabupaten/k:ota di Provinsi Kalimantan 

Utara. Berdasarkan pada Tabel 4.1, ringkasan hasil uji hipotesis menunjukkan ., 
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bahwa hubungan tersebut memiliki nilai ~ 0,198 dan t hitung sebesar 4,468 

signifikan pada a= 0,05 (on tailed) dan nilai t tabel adalah 1,98. Nilai t-hitung > t ., 
tabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa prosedur organisasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak pada kabupatenlkota di 

Provinsi Kalimantan Utara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 

diterima. 

c. Uji hipotesis 3 
'I 

I 
Hipotesis 3 yang diajukan adalah strategi organisasi berpengaruh positif 

terhadap efektivitas pemungutan pajak pada kabupatenlkota di Provinsi Kalimantan 
' i 

Utara. Berdasarkan pada Tabel 4.1, ringkasan hasil uji hipotesis menunjukkan 

bahwa hubungan tersebut memiliki nilai ~ 0,427 dan t hitung sebesar 11,247 

signifikan pada a= 0,05 (on tailed) dan nilai t tabel adalah 1,98. Nilai t-hitung > t 

tabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan uji regresi strategi organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemungutan paj ak pada 

kabupatenlkota di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis 3 diterima. 

d. Uji hipotesis 4 

Hipotesis 4 yang diaJUkan adalah budaya organisasi berpengaruh positif 

terhadap efektivitas pemungutan pajak pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan 

Utara. Berdasarkan pada Tabel 4.1, ringkasan hasil uji hipotesis menunjukkan 

bahwa hubungan tersebut memiliki nilai ~ 0,502 dan t hitung sebesar 13,084 

signifikan pada a= 0,05 (on tailed) dan nilai t tabel adalah 1,98. Nilai t-hitung > t 

tabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak pada kabupaten/kota di Provinsi 

Kalimantan Utara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 diterima. 

C. Pembahasan Basil Penelitian ., 
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kondisi penilaian responden 

terhadap variabel-variabel penelitian ini secara umum sudah baik. Hal ini dapat 

ditunjukkan dari banyaknya tanggapan setuju dari responden terhadap kondisi dari 

masing-masing variabel penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, di samping 

melakukan penelitian secara kuantitatifberdasarkan isian kuesioner, dilakukanjuga 

observasi pada instansi pemungut pajak pada seluruh kabupaten/kota serta 

wawancara dengan pegawai/pejabat yang melaksanakan administrasi pajak daerah 

untuk mendukung kesimpul~ penelitian . 

Sebagai narasumber adalah Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, serta 

pegawai pelaksana pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota 

Tarakan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bulungan, Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nunukan, Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Malinau, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Tana Tidung. Informasi yang diperoleh dianalisis bersama hasil 

kuantitatif kuesioner. 

Hasil analisis regresi 1nenunjukkan bahwa dari empat variabel independen 

yang diteliti, terdapat satu variabel yang tidak terbukti berpengaruh terhadap 

efektivitas pemungutan pajak, yaitu variabel Struktur Organisasi. Modernisasi 

struktur organisasi diukur dengan adanya pembenahan pada fungsi pelayanan dan 

pemeriksaan. Indikator yang digunakan antara lain pembenahan fungsi pelayanan, 

penelitian SPTPD, pemeriksaan pajak, serta pengawasan internal, adanya 
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pendelegasian tugas dan otoritas pelayanan pajak, dilaksanakannya pelaporan 

secara rutin, serta adanya jalur pengawasan terhadap pelayanan perpajakan. 

Berdasarkan hasil ohservasi, setiap kahupaten/kota memiliki hagian/seksi pad~ 

Kantor Pajak Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi dalam 
.., 

administrasi serta prosedurnya. Hasil ohservasi dan wawancara yang dilakukan 

menunjukkan bahwa penyehah tidak herpengaruhnya struktur organisasi terhadap 

efektivitas pemungutan pajak adalah sehagai herikut 

1. Jumlah pegawai yang ada pada masing-masing instansi pemungut pajak daerah 

helum memenuhi kehutuhanjumlah pegawai berdasarkan Analisis Behan Kerja 

yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah kahupaten dan 

kota telah menyusun Analisis Behan Kerja herdasarkan Rencana Kerja Tahunan 

Pemerintah Daerah. Jumlah kehutuhan pegawai herdasarkan Analisis Behan 

Kerja tersehut belum dapat seluruhnya terpenuhi disehahkan diberlakukannya 

moratorium pengangkatan Pegawai Negeri Sipil serta adanya larangan untuk 

mengangkat pegawai tidak tetap/honorer. Selain itu, adanya pelimpahan 

kewenangan yang diherikan kepada pemerintah kahupaten dan kota untuk 

memungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-

P2) mengakibatkan hertamhahnya hehan kerja. Berdasarkan perhandingan data 

keheradaan pegawai dengan analisa heban kerja diketahui kehutuhan pegawai 

hadan yang bertugas mequngut pajak daerah pada lima kabupaten dan kota di 

seluruh Provinsi Kalimantan Utara sehagaimana tertuang pada Tabel4.2. 
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Tabel4.2 
Data Kebutuhan Pegawai Kabupaten/Kota 

Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 
Tahun 2017 

Nama Kab/Kota 
Jumlah Jumlah Ideal 
Pegawai Pegawai 

Kota Tarakan 68 70,27 
Kabupaten Nunukan 56 61,12 
Kabupaten Bu1ungan 49 55,81 
Kabupaten Malinau ,, 40 44,63 
Kabupaten Tana Tidung 34 36,94 

Sumber: Data Ana/isis Be ban Kerja Kabupaten/Kota 

81 

Kebutuhan 
Pegawai 

2,27 
5,12 
6,81 
4,63 
2,94 

Dengan demikian, masing-masing pegawai pada instansi pemungut pajak 

daerah harus mengerjakan tugas melebihi kapasitasnya dengan memaksimalkan 

kinerja pegawai yang sudah ada, sehingga beban kerja yang telah ditetapkan 

tidak berhasil terpenuhi. 

Sesuai dengan teori Sobirin (2014), struktur organisasi merupakan kebutuhan 

pokok bagi semua organisasi, baik organisasi besar maupun kecil. Untuk dapat 
., 

mencapai tujuan organisasi, maka masing-masing bagian atau posisi dalam 

suatu organisasi harus terpenuhi dan menjalankan fungsi sesuai dengan 

bagiannya masing-masing. Fungsi pengorganisasian meliputi pembagian 

seluruh tugas ke dalam berbagai kerja individual dengan wewenang dan 

tanggungjawab tertentu untuk menjalankan kerja tersebut dan selanjutnya kerja 

individual tersebut dikumpulkan ke dalam berbagai departemen menurut dasar 

dan ukuran tertentu. Tujuannya adalah untuk mencapai usaha terkoordinasi 

melalui pendesaian strukur hubungan tugas dan wewenang. Apabila terdapat 

bagian yang melaksanakan tugas melebihi kapasitasnya maka tujuan organisasi 

tidak akan tercapai karena organisasi tidak menjalankan fungsinya secara 

optimal. 
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2. Fungsi pengawasan internal pada instansi pemungut pajak daerah belum 

berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pengawasan internal merupakan salah 

satu faktor penting dalam pembenahan struktur organisasi perpajakan. Hal 

tersebut tercermin pada struktur masing-masing instansi pemungut pajak daerah 

I I pada kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Pada struktur 

.I organisasi instansi pemungut pajak sendiri, belum seluruh kabupaten dan kota 

memiliki bagian khusus yang bertugas mengawasi kepatuhan perpajakan 
• I 

maupun kinerj a petugas yang menangani perpaj akan. Dari lima kabupatenlkota, 

hanya Kota Tarakan yang secara khusus memiliki bidang yang · berfungsi 

melaksanakan pengawasan kepatuhan. Tanggung jawab untuk melakukan 

pemantauan dan pengawasan pada empat kabupaten lainnya tetap ada, hanya 

saja dilekatkan pada tugas kepala bidang serta kepala badan dan sekretariat, 

tidak dipisahkan dalam suatu bagian tersendiri. 

Meskipun demikian dalam pelaksanaannya, baik di Kota Tarakan maupun di .., 

kabupaten-kabupaten lainnya, tugas pokok dan fungsi pengawasan internal 

bel urn dapat dilakukan secara maksimal karena kurangnya jumlah sumber daya 

manusia yang bertugas melaksanakan fungsi pengawasan internal ini. Fungsi 

pengawasan internal seharusnya bertugas untuk melakukan pengawasan 

terhadap petugas-petugas yang melaksanakan pemungutan pajak dengan tujuan 

untuk memastikan proses pemungutan paj ak telah dilakukan dan telah sesuai 

dengan peraturan perpaj akan yang berlaku. 

Sesuai dengan teori yang; dikemukakan Nasucha (2004), struktur organisasi 

yang telah berubah berdasarkan fungsi merupakan salah satu cara untuk 

I 
. ! 

menerapkan sistem administrasi perpajakan yang modem. Sistem perpajakan 
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akan dapat beijalan secara berkelanjutan apabila dilaksanakan secara tegas. 

Efektivitas administrasi perpajakan dalam menegakkan hukum pajak (law 

enforcement) dapat menggunakan ukuran seperti apakah administrasi 

perpajakan mampu memberikan sanksi perpajakan yang tepat. Sehingga, 

dengan tidak adanya fungsi pengawasan internal, maka penegakan hukum 

perpajakan menjadi kurang optimal. 

3, Modernisasi struktur organisasi tidak disertai dengan pola pikir dan kerja yang ., 
berorientasi pada pelayanan. Untuk menerapkan modernisasi struktur 

organisasi, dibentuklah struktur berbasis fungsi dengan konsep administrasi 

modem yang mengedepankan pelayanan dan pendekatan terhadap wajib pajak. 

Hal tersebut terlihat dari pembentukan tempat konsultasi dan komplain yang 

diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap wajib pajak. Selain itu, 

administrasi modem juga disertai dengan peningkatan penggunaan teknologi 

informasi yang diharapkan menigkatkan pengendalian yang lebih efektif. 

Namun demikian, segala., bentuk modernisasi yang diterapkan oleh instansi 

pemungut pajak di wilayah Provinsi Kalimantan Utara tidak didukung dengan 

debirokratisasi dari para petugas perpajakan. Hal tersebut berdampak pada 

ketidakberhasilan untuk melaksanakan administrasi yang berorientasi 

pelayanan dan pendekatan terhadap wajib pajak. Demikian pula dengan 

pemanfaatan teknologi informasi, para pegawai pajak pada umumnya hanya 

mampu mengoperasikan teknologi informasi yang digunakan secara terbatas, 

sehingga beberapa pekeijaan masih dikeijakan diluar sistem teknologi 

informasi yang telah disechakan. 
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4. Pola mutasi yang berlaku pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di 

wilayah Kalimantan Utara sering tidak memperhatikan analisajabatan. Fungsi-

fungsi dalam administrasi pajak dirancang berdasarkan Peraturan Daerah yang 

mengatur tentang ketentuan umum perpajakan daerah serta didukung dengan 

peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan pemungutan 

masing-masingjenis pajak daerah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber 

daya manusia yang sesuai untuk melaksanakan fungsi tersebut, dibuatlah 

analisa jabatan yang diantaranya berisi tentang job requirements seperti latar ., 

belakang pendidikan, pengalaman kerja, keahlian, dan lain-lain agar seseorang 

yang bertugas pada instansi pemungut pajak dapat melaksanakan tugas dengan 

baik. Namun, praktik yang sering terjadi adalah pejabat yang dimutasikan atau 

dipromosikan pada instansi pemungut pajak daerah berasal dari instansi lain. 

Pergantian pejabat yang berasal dari instansi lain pada umumnya tidak 

memenuhi job requirements seperti yang tertuang dalam analisa jabatan. Hal 

tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang dipimpinnya dalam 

melaksanakan tugas. ., 

5. Penagihan secara intensif kepada pihak tertentu yang tingkat kepatuhannya 

masih rendah ataupun adanya kegiatan penyidikan tindak pidana untuk 

memberikan efek jera belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan belum adanya 

perangkat hukum yang mengatur sanksi selain denda kepada wajib pajak yang 

lalai melaksanakan kewajiban perpajakan, misalnya penagihan pajak melalui 

pemblokiran rekening dan penyitaan harta. Belum adanya perangkat hukum 

tersebut juga berdampak pada belum adanya struktur/fungsi yang akan 

melaksanakan pemberian sanksi tersebut, karena tidak ada petugas yang 
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berfungsi sebagai pemeriksa pajak danjuru sita. Hal inijuga dikemukakan pada 

... 

i 
penelitian sebelumnya oleh Haryanto (2017). 

i ! 
Selain variabel struktur organisasi, tiga variabel lain yaitu prosedur 

organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi terbukti memiliki pengaruh 

positif terhadap efektivitas pemungutan pajak pada kabupaten/kota di Provinsi 

Kalimantan Utara. Prosedur organisasi merupakan perubahan metode pelayanan 

dan pengawasan kepatuhan wajib pajak, inovasi proses, serta perubahan metode 

organisasi yang diukur dari perbaikan yang dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan pemberian kualitas pelayanan dan pemeriksaan yang dilakukaan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator yang digunakan antara lain 

perubahan metode pelayanan dan pengawasan kepatuhan Waj ib Pajak, adanya 

inovasi proses, perubahan metode operasional, dan adanya saluran informasi dalam 

organisasi. Penyempurnaan prosedur organisasi dilakukan melalui penyederhanaan 

prosedur, peningkatan pengawasan (monitoring) kepatuhan Wajib Pajak, 

tersedianya pelayanan satu tempat, serta inovasi proses dan perubahan metode 

operasional dengan bantuan sistem informasi. Berdasarkan hasil analisis regresi, 

I 
I I 

Prosedur Organisasi merup¥an variabel yang memiliki pengaruh signifikan 
I I 

I 

terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak. Hasil observasi dan wawancara 

I 1 menunjukkan hasil yang sesuai dengan data kuantitatif tersebut, di antaranya 
I I 

sebagai berikut: 

1. Telah terdapat petugas costumer service yang bertugas melayani Wajib Pajak 

serta petugas yang ditunjuk untuk mengawasi kepatuhan Wajib Pajak. Petugas 

costumer service bertugas untuk menjawab pertanyaan Wajib Pajak yang 

datang untuk berkonsultasi, menampung pengaduan, keluhan dan saran dari 

I 

I 
I I 

I 

43705.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



, I 

. I 
'I 
I 
I 

'I 

I I 
I 

I 
, I 

86 

Wajib Pajak untuk kemudian disampaikan kepada pihak yang berwenang, serta 

membantu Wajib Pajak dalam mengisi formulir-formulir dan menjelaskan 

prosedur-prosedur yang belum dipahami oleh wajib pajak. Dengan adanya 

petugas costumer service diharapkan pelayanan terhadap Wajib Pajak semakin 

meningkat yang akan memicu efektivitas pemungutan pajak. 

Sesuai dengan yang disimpulkan dalam penelitian Sofyan (2005), perbaikan 

prosedur organisasi meliputi perubahan metode pelayanan dan pengawasan 

kepatuhan Wajib Pajak, Inovasi Proses, dan perubahan metode operasional. 

Tersedianya petugas costumer service merupakan peningkatan pelayanan 

terhadap wajib pajak sert.,a suatu inovasi proses untuk melayani wajib pajak 

secara efektif dan efisien. 

2. Telah terdapat pelayanan satu pintu/satu atap untuk memudahkan Wajib Pajak 

dalam membayar pajak, melaporkan SPTPD, berkonsultasi ataupun 

mengajukan keberatan atas pajak yang ditetapkan. Dengan adanya pelayanan 

terpadu dalam satu pintu/satu atap ini diharapkan Wajib Pajak merasakan 

kemudahan prosedur pembayaran dan pelaporan pajak sehingga akan 

meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. 

Sesuai dengan teori Nasucha (2004) menyatakan bahwa perubahan atau 

modemisasi prosedur organisasi adalah penyempurnaan administrasi dalam 

model pemberian pelayanan dan pemeriksaan yang disesuaikan dengan tuntutan 

undang-undang, masyarakat, serta biaya yang tersedia. Dengan menyediakan 

layanan satu pintu/satu atap artinya organisasi telah menyesuaikan dengan 

tuntutan masyarakat untuk suatu model pemberian pelayanan yang 

., 
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memudahkan masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakannya dan 

membuat pemungutan pajak menjadi lebih efektif. 

3. Telah dilakukan berbagaiinovasi proses yang bertujuan untuk memudahkan ., 
Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, misalnya dengan 

penerapan metode self assessment di mana Wajib Pajak dapat menghitung 

sendiri jumlah pajak yang disetorkannya. Wajib Pajak juga dapat melakukan 

pembayaran pajak secara elektronik melalui bank maupun mesin ATM setiap 

saat. Selain itu, pada umumnya daerah telah menggunakan sistem informasi 

dalam menatausahakan SSPD dan SPTPD. Seluruh inovasi proses ini bertujuan 

untuk menyederhanakan prosedur paj ak agar terlepas dari stigma bahwa paj ak 

itu rumit. Dengan demikian diharapkan kesadaran Wajib Pajak untuk 

melaksanakan kewajibannya akan semakin tinggi dan pada akhimya akan 

meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. 

Sesuai dengan yang disimpulkan dalam penelitian Sofyan (2005), perbaikan 

prosedur organisasi meliputi perubahan metode pelayanan dan pengawasan 

kepatuhan Wajib Pajak, Inovasi Proses, dan perubahan metode operasional. 

Layanan pembayaran yang dipermudah dan penghitungan pajak secara mandiri 

oleh wajib pajak merupakan peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak serta 

suatu inovasi proses untul( melayani wajib pajak secara efektif dan efisien. 

4. Dalam rangka pembinaan kepada Wajib Pajak, instansi pemungut pajak telah 

melakukan sosialisasi setiap kali diterbitkan ketentuan/peraturan perpaj akan 

terbaru dan pada periode-periode tertentu dilakukan kunjungan terhadap wajib 

pajak untuk memeriksa kepatuhan wajib pajak. Dengan dibukanya berbagai 

saluran komunikasi antara Wajib Pajak dengan Kantor Pajak Daerah, 

., 
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diharapkan akan terjadi keterbukaan. yang akan meningkatkan kepercayaan 

Wajib Pajak kepada pemerintah, sehingga efektivitas pemungutan pajak akan 

meningkat. 

Hasil penelitian ini selalan dengan penelitian Hasanah dan lndriani (2013) 

yang menunjukkan hasil positif atas variabel prosedur organisasi terhadap 

efektivitas pemungutan pajak, serta hasil penelitian Pratiwi dan Supadmi (2016). 

Hasil ini juga sesuai dengan teori Sofyan (2005) yang menyatakan bahwa prosedur 

organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak serta Putri dan Widilestariningtyas 

(20 15) yang menunjukkan bahwa perbaikan prosedur organisasi berpengaruh 

terhadap tingkat penerimaan dan kepatuhan pajak. 

Variabel kedua yang berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak 

berdasarkan hasil analisis regresi adalah strategi organisasi. Strategi organisasi 

merupakan penjabaran dari visi dan misi organisasi, dalam hal pemungutan pajak. 

Strategi pada umumnya dilakukan antara lain dengan menerapkan strategi 

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, simplifikasi administrasi pelayanan 

perpajakan, kampanye sadar dan peduli pajak, serta efektivitas penagihan. pajak. 

Berdasarkan hasil analisis regresi, strategi organisasi mempunyai pengaruh 

langstmg yang signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak. Artinya, melalui 
., 

strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, simplifikasi administrasi pelayanan 

perpajakan serta kampanye sadar dan peduli pajak, serta efektivitas penagihan pajak 

akan dihasilkan kinerja pajak yang lebih efisien. Hasil analisis regresi tersebut 

didukung dengan hasil observasi dan wawancara sebagai berikut: 
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1. Intensifikasi dan ekstensifikasi rutin dilakukan oleh instansi pemungut pajak. 

Intensifikasi dilakukan dengan menerapkan pemungutan pajak atas obyek pajak 

yang selama ini belum dipungut. Hal tersebut didahului dengan penerbitan 

peraturan pelaksanaan pemungutan pajak yang dimaksud. Intensifikasi juga 

dilakukan dengan menggwi potensi sumber pajak baru yang selama ini belum 

diatur dalam ketentuan umum pajak daerah. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan 

secara rutin dan berkala dengan melaksanakan pendataan wajib pajak maupun 

calon wajib pajak dengan cara menurunkan tim survey ke lapangan. Pendataan 

dilakukan dengan mapping, profiling, and benchmarking sesuai klasifikasi 

usaha dan wilayah wajib pajak. 

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sofyan (2005), dalam menyusun strategi 

organisasi, suatu organisasi harus memanfaatkan berbagai macam peluang dan 
! 

sumber daya yang dimiliki serta keadaan lingkungan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Strategi untuk mengintensifkan penggalian potensi pajak menjadi 

program kerja yang harus direncanakan dan kemudian dilaksanakan pada 

periode waktu tertentu sesuai program kerja. Penyederhanaan pelayanan pajak 

I . ' 
dilakukan dengan orientasi pada kemudahan wajib pajak ketika ingin membayar 

. I pajak. Penyederhanaan pelayanan dilakukan dengan membuat workflow antar 

' I fungsi-fungsi dalam pelayanan sehingga wajib pajak tidak harus merasa rumit 

dan kesulitan dalam membayar pajak. Workflow yang telah dirancang tesebut 
... 

sekaligus juga berfungsi sebagai salah satu bentuk pengendalian internal 

administrasi perpaj akan. 
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2. Efektivitas penagihan pajak dilakukan dengan melakukan modemisasi sistem 

penagihan. Praktik yang terjadi, sering wajib pajak menunggak kewajiban 

pajaknya dengan alasan lupa maupun belum ada surat tagihan dari instansi 

pemungut pajak. Oleh karena itu, instansi pemungut pajak berencana untuk 

mengembangkan sistem penyampaian/pemberitahuan tagihan pajak secara 

otomatis melalui Short Message Service (SMS) atas pajak yang menjelang masa ., 
jatuh tempo untuk mengurangi terjadinya tunggakan pajak. Namun ketika 

sistem ini berjalan, tetap tidak akan menghilangkan mekanisme penagihan 

secara konvensional bagi wajib pajak yang tidak taat. 

Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Drucker dalam Maulana (20 16), . 

strategi bukanlah komando, melainkan komitmen. Strategi yang telah 

dirumuskan harus diwujudkan dalam bentuk implementasi, karena keberhasilan 

perumusan tidak menjamin keberhasilan implementasi strategi. Penagihan 

merupakan bentuk implementasi dari strategi yang telah dirumuskan, yang akan 

meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. 

3. Kantor pajak daerah juga telah secara aktif melakukan kampanye atau 

penyuluhan pajak. Kampanye dan penyuluhan dimaksudkan untuk menambah 

kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, 

diharapkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak 

daerah akan semakin baik, sehingga efektivitas pemungutan pajak akan 

meningkat. 

Sejalan dengan yang dike'inukakan oleh Pratiwi dan Supadmi (2013), strategi. 

organisasi dalam administrasi perpajakan dilakukan di antaranya dengan 

penyampaian informasi perpajakan serta penyuluhan perpajakan. Dalam 
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modemisasi strategi organisasi, Kantor Pajak Daerah dapat melaksanakan 

penyusunan konsep program, sistem dan metode yang sistematis dan 

komprehensif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan intensifikasi 

pajak. 

4. Kantor pajak daerah melakukan inovasi untuk memudahkan akses masyarakat 

dalam membayar pajak. Hal ini ditunjukkan di Kota Tarakan, di mana hasil 

penelitian Haryanto (2017) pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah .., 

Kota Tarakan menunjukkan bahwa telah dilakukan upaya pemungutan pajak 

dengan menggunakan mobil keliling kas pajak. Penggunaan mobil keliling ini 

merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan 

memudahkan akses masyarakat dalam membayar pajak daerah. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Pratiwi dan Supadmi (2016) dalam 

penelitiannya di Denpasar yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem 

administrasi perpajakan yang meliputi struktur organisasi, prosedur organisasi, 

strategi organisasi, dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap efektivitas 

pemungutan pajak serta teori Sofyan (2005) yang menyatakan bahwa prosedur 

organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. 

Variabel terakhir yang berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak 

berdasarkan hasil analisis regresi adalah budaya organisasi. Sumber daya manusia 

mempunyai peranan penting dalam setiap organisasi dalam kaitannya dengan 

budaya organisasi yang akan diciptakan. Pengembangan sumber daya manusia 

dilakukan melalui intemalisas'i nilai-nilai organisasi, norma perilaku, dan komitmen 
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pegawai. U saha untuk meningkatkan budaya organisasi telah dilaksanakan dengan 

baik oleh Kabupaten/Kota di antaranya sebagai berikut: 

1. Kepala kantor pajak telah menciptakan suasana yang kondusif pada kantor 

pelayanan pajak daerah di antaranya dengan mewajibkan pegawai yang 

bertugas dalam fungsi pelayanan memakai seragam dan berpenampilan sesuai 

dengan staridar pakaian kerja yang diatur pada masing-masing instansi. Selain 

pakaian yang rapi, petugas pelayanan juga diwajibkan bersikap ramah dan 

santun terhadap seluruh w,ajib pajak yang datang ke kantor pelayanan. Kepala 

kantor pajak juga memberikan contoh sikap dan perilaku sebagai acuan bagi 

seluruh pegawai. 

2. Sebagai usaha untuk memelihara standar pelayanan tersebut, telah disusun 

standar kode etik pelayanan sebagai standar pegawai untuk selalu berperilaku 

yang benar dan memberitahukan perilaku-perilaku yang dilarang. Selain itu, 

kantor pajak daerah juga dilengkapi dengan berbagai banner untuk 

mengingatkan pegawai mengenai standar sikap dan standar pelayanan, serta 

berbagai informasi yang bermanfaat bagi wajib pajak. 

3. Dilakukan pembinaan sikap dan intemalisasi nilai-nilai organisasi terhadap 

pegawai yang bekerja di kantor pajak daerah. Pembinaan biasa dilakukan 

dengan mengadakan seminar, pemberian motivasi kerja, serta pelatihan kode 

etik. Melalui pembinaan dan intemalisasi nilai-nilai ini diharapkan akan 

membentuk mental pegawai pajak yang bersih, transparan, dan akuntabel 

sehingga akan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. 
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Kondisi tersebut menjadikan nilai-nilai good governance dapat dengan 

mudah diadopsi oleh pejabat/petugas pada Kantor Pajak Daerah. Berdasarkan hasil 

analisis regresi, variabel Budaya Organisasi secara langsung mempengaruhi 

efektivitas pemungutan pajak. Perubahan budaya organisasi pada Kantor Pajak 

Daerah telah dapat dilakukan dengan adanya program rekrutmen pegawai yang 

terseleksi, penyusunan analisis beban kerja, pelaksanaan desentralisasi fiskal yang 

pada prinsipnya mendekatkan antara pemerintah dengan masyarakat, serta 

pemberian insentif kepada petugas pemungut pajak daerah menjadi katalisator 

pembentukan budaya organisasi yang menganut nilai-nilai good governance. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian empiris yang dilakukan oleh 

Pratiwi dan Supadmi (2016) dalam penelitiannya di Denpasar yang menunjukkan 

bahwa modemisasi sistem administrasi perpajakan yang meliputi struktur 

organisasi, prosedur organisasi, strategi organ1sas1, dan budaya organisasi 

berpengaruh positifterhadap efektivitas pemungutan pajak, hasil penelitian Candra, 

Wibisono dan Mujilan (2013) di Madiun dan penelitian Aminah (2014) yang 

menyimpulkan bahwa struktur organisasi dan· budaya organisasi berpengaruh 

positifterhadap kepatuhan wajib pajak. 

Hasil ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan Sofyan (2005) bahwa 

prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, serta penelitian Taufik 

(20 13) yang menunjukkan bahwa struktur organisasi dan budaya organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak. 

Meskipun hasil uji statistik menunjukkan variabel prosedur organisasi, 

strategi organisasi, dan budaya organisasi berpengaruh terhadap efektivitas 

I 

i 
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pemungutan pajak daerah, namun upaya yang dilakukan instansi pemungut pajak 

daerah pada ketiga variabel tersebut bel urn berdampak optimal jika kembali melihat 

realisasi penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan kondisi-kondisi 

berikut: 

1. Prosedur organisasi tidak dapat dipisahkan dari struktur organisasi. Prosedur 

organisasi yang telah dirancang disertai dengan modernisasi struktur organisasi 

demi kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, 

tidak menghilangkan citra buruk yang melekat pada masyarakat bahwasanya 

berurusan dengan pemerintah selalu dihadapkan pada birokrasi yang rumit. Hal 

tersebut membuat masyarakat enggan membayar pajak. Integrasi antar bagian 

dalam instansi pemungut pajak masih lemah, yaitu masih terdapat sikap 

individualisme antar bagian dalam melaksanakan administrasi perpajakan yang 

ditunjukkan dengan sikap kurang dapat berkoordinasi dan kurang saling 

membantu dalam menangani masalah. 

2. Kebijakan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan 

melaporkan pajaknya secara mandiri melalui prosedur self assessment tidak 

disertai kemampuan petugas pajak yang memadai. Hasil penelitian terhadap 

data perhitungan pajak diketahui bahwa wajib pajak memiliki kecenderungan 

untuk mencurangi data pajak yang dilaporkan. Wajib pajak tidak melaporkan 

seluruh data obyek pajak sehingga berdampak mengurangi nilai pajak yang 

harus dibayar. Perhitungan tersebut tidak diverifikasi ulang oleh petugas pajak 

karena ketidaktahuannya dalam menetapkan perhitungan obyek pajak yang 

benar. Hal tersebut mungkinjuga dipengaruhi dari pola mutasi pegawai instansi 

pemungut paj ak yang tidak memperhatikan anal is a j abatan yang telah disusun. 
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3. Mental wajib pajak yang tidak baik dalam menyelesaikan kewajiban 

perpajakannya. Wajib pajak yang sering menunggak pajak pada dasamya 

karena tidak ada niat untuk menyelesaikan kewajiban perpajaknya. Seringkali 

penunggak pajak datang ke kantor pajak bukan untuk menyelesaikan tunggakan 

melainkan hanya meminta keringanan atas tunggakan pajaknya. 

4. Tidak ada sistem terintegrasi yang menghubungkan antara kepatuhan wajib 

pajak dengan penerbitan izin usaha. Setiap wajib pajak yang akan melakukan 

usaha, wajib memiliki izin usaha dari pemerintah daerah. Wajib pajak handel 

yang mengabaikan tunggakan pajaknya meskipun sudah dilakukan penagihan, 

seharusnya menjadi perhatian bagi petugas pajak. Oleh karena itu, harus 

dibangun sebuah sistem terintegrasi sebagaimana dimaksud agar petugas pajak 

dapat menolak perpanjangan izin usaha yang diajukan oleh wajib pajak yang 

masih memiliki tunggakan pajak atau bahkan mencabut izin usah wajib pajak 

terse but. 
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A. Kesimpulan 

BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan basil anal isis data dan pembabasan pada Bab IV, dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan basil regresi dan analisis data, 

dari 4 (empat) variabel yang diuji Struktur Organisasi tidak berpengaruh terbadap 

efektifitas pemungutan pajak. Hal ini disebabkan oleb kurangnya jumlah pegawai 

dibandingkan dengan beban ke~ja yang ada, belum maksimalnya fungsi 

pengawasan internal, birokrasi mengbambat proses modemisasi struktur 

administrasi perpajakan yang berbasis fungsi, terjadinya mutasi pegawai yang tidak 

memperbatikan analisa jabatan, dan tidak ada efek jera yang diberikan kepada 

penunggak pajak. Sedangkan variabel Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi, dan 

Budaya Organisasi berpengaruh terhadap efektifitas pemungutan pajak. 

B. Saran 

Berdasarkan basil penelitian ini, saran yang dapat dijadikan referensi bagi 

pemerintah dac;rab untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, antara 

lain sebagai berikut: 

I. Saran Empiris 

a. Meningkatkan kampanye pajak disertai dengan pembinaan sikap dan mental 

wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar 

pajak. 

b. Memberikan pelatihan kepada petugas pajak terkait hal-hal teknis 

perpajakan untuk meningkatkan pemahaman tentang ketentuan perpajakan 

serta dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan waj ib paj ak. 

96 
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2. Saran Kebijakan 

a. Memberikan payung hukum bagi administrasi pajak dengan 

menyempurnakan peraturan daerah yang mengatur tentang penegakan 

hukum pajak (law e11.forcement) berupa pemeriksaan dan penagihan pajak. 

b. Menetapkan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, serta Standard 

Operating and Procedure pengawasan dan pemantauan pelaksanaan 

peraturan perpajakan dalam bentuk peraturan daerah yang memiliki 

kekuatan hukum dan bersifat mengikat. 

c. Pembentukan bidang yang bertugas untuk melaksanakan fungsi 

pengawasan dan pemantauan pelaksanaan peraturan perpajakan serta 

kepatuhan paj ak dengan kewenangan termasuk untuk melakukan 

penagihan, penyitaan, dan penyegelan terhadap wajib pajak. 

d. Melaksanakan pola mutasi pada instansi pemungut pajak daerah sesuai 

dengan analisa jabatan yang telah disusun, khususnya pada jabatan-jabatan 

strategis. 

e. Menciptakan sistem terintegrasi atau membangun koordinasi dengan antara 

instansi pemungut pajak dengan instansi yang menerbitkan izin usaha agar 

menangguhkan bahkan mencabut izin usaha setiap wajib pajak yang masih 

memiliki tunggakan pajak. 

3. Saran Teoritis 

Petugas pajak hendaknya mampu membangun citra yang baik di masyarakat 

tentang administrasi perpajakan bahwa membayar pajak tidak rumit. 
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Lampiran 1 
Printout SPSS 23 Uji Validitas 

1. Struktur Organisasi (Xl) 

c ase p rocessmg s ummary 

N % 

Cases Valid 200 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 200 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.935 10 

Item-Total Statistics 

Scale Mean if Scale Variance 

Item Deleted if Item Deleted 

struktur1 38.3300 9.690 

struktur2 38.3300 9.690 

struktur3 38.2000 9.136 

struktur4 38.1600 9.100 

struktur5 38.2000 9.106 

struktur6 38.0150 8.970 

struktur7 38.0200 8.924 

struktur8 38.3200 9.525 

struktur9 38.2000 9.136 

struktur10 38.3200 9.525 

102 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

.763 

.763 

.775 

.749 

.651 

.724 

.742 

.819 

.775 

.819 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted '· 
.929 

.929 

.927 

.928 

.935 

.930 

.929 

.926 

.927 

.926 
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2. Prosedur Organisasi (X2) 

c ase p rocessmg s ummary 

N % 

Cases Valid 200 100.0 

Excluded8 0 .0 

Total 200 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.881 6 

Item-Total Statistics 

Scale Mean if Scale Variance 

Item Deleted if Item Deleted 

prosedur1 21.2300 2.751 

prosedur2 21.2150 3.134 

prosedur3 21.4100 2.786 

prosedur4 21.5300 3.195 

prosedur5 21.4100 2.786 

prosedur6 21.5300 3.195 

3. Strategi Organisasi (X3) 

c ase p rocessmg s umma_ry_ 

N % 

Cases Valid 200 100.0 

Excluded" 0 .0 

Total 200 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

R r bTt st r r e 1a 11ty a IS ICS 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.972 8 

103 

Corrected Cronbach's 

Item-Total Alpha if Item 

Correlation Deleted 

.719 .857 

.453 .906 

.827 .837 

.711 .861 

.827 .837 

.711 .861 
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Item-Total Statistics 

Scale Mean if Scale Variance 

Item Deleted if Item Deleted 

strategi1 29.0150 5.502 

strategi2 29.1550 5.609 

strategi3 29.1450 5.451 

strategi4 29.1450 5.451 

strategi5 29.1050 5.431 

strategi6 29.1450 5.451 

strategi7 29.1050 5.481 

strategi8 29.1450 5.451 

4. Budaya Organisasi (X4) 

c ase p rocessmg s ummary 

N % 

Cases Valid 200 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 200 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

R r bTt st r r e Ia I J£y a IS ICS 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.906 4 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

.689 

.897 

.974 

.974 

.874 

.974 

.841 

.974 

Item-Total Statistics 

Corrected 

Scale Mean if Scale Variance Item-Total 

Item Deleted if Item Deleted Correlation 

budaya1 13.1300 1.812 .803 

budaya2 13.1700 1.780 .710 

budaya3 12.9850 1.723 .795 

budaya4 12.9900 1.668 .852 

104 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

.982 

.968 

.964 

.964 

.969 

.964 

.971 

.964 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

.874 

.907 

.876 

.854 
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5. Efektivitas Pemungutan Pajak (Y) 

Case Processing Summary 

N % 

Cases Valid 200 100.0 

Excluded8 0 .0 

Total 200 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

R r bT S e 1a 11ty tat1st1cs 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.961 18 

Item-Total Statistics 

Corrected 

Scale Mean if Scale Variance Item-Total 

Item Deleted if Item Deleted Correlation 

efektif1 72.5150 33.196 .828 

efektif2 72.4750 33.035 .777 

efektif3 72.5500 32.972 .749 

efektif4 72.5150 33.196 .828 

efektif5 72.4750 33.035 .777 

efektif6 72.5500 32.972 .749 

efektif7 72.4750 33.155 .748 

efektif8 72.5150 33.196 .828 

efektif9 72.5150 33.196 .828 

efektif10 72.2350 32.663 .651 

efektif11 72.3300 32.202 .784 

efektif12 . 72.2650 32.125 .763 

efektif13 72.2600 32.143 .757 

efektif14 72.3550 32.230 .798 

efektif15 72.3950 32.059 .736 

efektif16 72.2100 32.056 .759 

efektif17 72.2150 32.029 .765 

efektif18 72.2000 33.206 .544 

105 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

.958 

.958 

.959 

.958 

.958 

.959 

.959 

.958 

.958 

.960 

.958 

.959 

.959 

.958 

.959 

.959 

.959 

.962 
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Lampiran 2 
Printout SPSS 23 Uji Reliabilitas 

1. Struktur Organisasi (Xl) 

Scale Mean if 

Item Deleted 

struktur1 38.3300 

struktur2 38.3300 

struktur3 38.2000 

struktur4 38.1600 

struktur5 38.2000 

struktur6 38.0150 

struktur7 38.0200 

struktur8 38.3200 

struktur9 38.2000 

struktur10 38.3200 

Reliability Statistics 

Item-Total Statistics 

Scale Variance 

if Item Deleted 

9.690 

9.690 

9.136 

9.100 

9.106 

8.970 

8.924 

9.525 

9.136 

9.525 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

.763 

.763 

.775 

.749 

.651 

.724 

.742 

.819 

.775 

.819 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

2. Prosedur Organisasi (X2) 

Scale Mean if 

Item Deleted 

prosedur1 21.2300 

prosedur2 21.2150 

prosedur3 21.4100 

prosedur4 21.5300 

prosedur5 21.4100 

prosedur6 21.5300 

Reliability Statistics 

Item-Total Statistics 

Scale Variance 

if Item Deleted 

2.751 

3.134 

2.786 

3.195 

2.786 

3.195 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

106 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

.719 

.453 

.827 

.711 

.827 

.711 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

.929 

.929 

.927 

.928 

.935 

.930 

.929 

.926 

.927 

.926 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

.857 

.906 

.837 

.861 

.837 

.861 
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3. Strategi Organisasi (X3) 

Scale Mean if 

Item Deleted 

strategi1 29.0150 

strategi2 29.1550 

strategi3 29.1450 

strategi4 29.1450 

strategi5 29.1050 

strategi6 29.1450 

strategi7 29.1050 

strategi8 29.1450 

Reliability Statistics 

Item-Total Statistics 

Scale Variance 

Corrected 

Item-Total 

if Item Deleted Correlation 

5.502 .689 

5.609 .897 

5.451 .974 

5.451 .974 

5.431 .874 

5.451 .974 

5.481 .841 

5.451 .974 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

4. Budaya Organisasi (X4) 

Scale Mean if 

Item Deleted 

budaya1 13.1300 

budaya2 13.1700 

budaya3 12.9850 

budaya4 12.9900 

Reliability Statistics 

Item-Total Statistics 

Scale Variance 

Corrected 

Item-Total 

if Item Deleted Correlation 

1.812 .803 

1.780 .710 

1.723 .795 

1.668 .852 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

107 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

.982 

.968 

.964 

.964 

.969 

.964 

.971 

.964 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

.874 

.907 

.876 

.854 
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5. Efektivitas Pemungutan Pajak (Y) 
Reliability Statistics 

Item-Total Statistics 

Corrected 

Scale Mean if Scale Variance Item-Total 

Item Deleted if Item Deleted Correlation 

efektif1 72.5150 33.196 .828 

efektif2 72.4750 33.035 .777 

efektif3 72.5500 32.972 .749 

efektif4 72.5150 33.196 .828 

efektif5 72.4750 33.035 .777 

efektif6 72.5500 32.972 .749 

efektif7 72.4750 33.155 .748 

efektif8 72.5150 33.196 .828 

efektif9 72.5150 33.196 .828 

efektif10 72.2350 32.663 .651 

efektif11 72.3300 32.202 .784 

efektif12 72.2650 32.125 .763 

efektif13 72.2600 32.143 .757 

efektif14 72.3550 32.230 .798 

efektif15 72.3950 32.059 .736 

efektif16 72.2100 32.056 .759 

efektif17 72.2150 32.029 .765 

efektif18 72.2000 33.206 .544 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

108 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

.958 

.958 

.959 

.958 

.958 

.959 

.959 

.958 

.958 

.960 

.958 

.959 

.959 

.958 

.959 

.959 

.959 

.962 
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Lampiran 3 
Printout SPSS 23 Uji Normalitas 

Hypothesis Test Summary 

Th.e distribution of struktur1 is 
normal with mean 4.12 and .0001 
standard deviation 0.332. 

The d istri b uti on of struktu r2 is One-Sample 
normal with mean 4.·12 and Ko I m o go rov- .000 1 
standard deviation 0.332. Smirnov Test 

The distribution o1'struktur3 is One-Sample 
normal with mean 4.25 and Kolmogorov- .000 1 
standard deviation 0.437. Smirnov Test 

The distribution of struktur4 is One-Sample 
normal with mean 4.30 and Kolmogorov- .000 1 
standard deviation 0.457. Smirnov Test 

The d istri b uti on of struktu r5 is One-Sa.mple 
normal with mean 4.26 and Kolmogorov- .0001 
standard deviation 0.5·1·1. Smirnov Test 

The distribution of struldut5 is One-Sample 
normal with mean 4.44 and Kolmogorov- .000 1 

standard deviation 0.498. Smirnov Test 

The d istri b uti on of struktu r7 is One-Sample 
normal with mean 4.44 and Kolmogorov- .000 1 
standard deviati·on 0.497. Smirnov Test 

The distribution ofstruldur8 is One-Sample 
normaiiNith mean 4.·14 and Kolmogorov- .000 1 
standard deviation 0.343. Smirnov Test 

The d istri b uti on of struktu 19 is One-Sample 
normal with mean 4.25 and Kolmogorov- .000 1 

standard deviation 0.437. Smirnov Test 

The distribution ofstruktur10 isOne-Sample 
.000 1 normal with mean 4.14 and Kolmogorov-

standard deviation 0.343. Smirnov Test 

The distributi•)n of prosedur·1 isOne-S amp I e 
.0001 1•1 normal with mean 4.44 and Kolmogorov-

standard deviation 0.497. Srnirnov Test 

12 
The distribution of prosedur2 isOne-Sample 

.0001 normal with mean 4.45 and Kolmogorov· 
standard deviation 0.499. Smimov Test 

The distribution of prosedur3 isOne-Sample 
.000 1 normal with mean 4.25 and Kolmogorov-

standard deviation 0.437. Smirnov Test 

The distribution of prosedur4 isOne-Sarnple 
normai,Nith mean 4.14 and Kolmogorov-
standard deviation 0.343. Smirnov Test 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05. 

1 Lilliefors Corrected 

109 
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Hypothesis Test Summary 

The distribution of prosedur5 isOne-Sample 
.000 1 norm~l with mean 4.26 and Kolmogorov-

standard deviation 0.437. Smirnov Test 

The distribution of prosedu!5 isOne-Sample 
.000 1 normal with mean 4.14 and Kolmogorov-

standard deviation 0.343. Smirnov Test 

The distribution of strategi"1 is One-Sample 
.000 1 normal with mean 4.26 and Ko I m o go rov-

standard deviation 0.442. Smirnov Test 

The distribution of strategi2 is One-Sample 
.000 1 normal with mean 4.12 and Kolmogorov-

standard deviation 0.332. Smirnov Test 

The distribution of strategi3 is One-Sample 
normal with mean 4.14 and Ko lm o go rov-
standard deviation 0.343. Smirnov Test 

The distribution of strategi4 is One-Sample 
.OD0 1 20 normal ~\lith mean 4.-14 and ~<olmogorov-

standard deviation 0.:343. Smirnov Test 

The distribution of strategi5 is One-Sample 
.ooo·1 normal with mean 4.18 and Kolmogorov-

standard deviation 0.381. Smirnov Test 

The distribution of strategi6 is One-Sample 
.000 1 normal with mean 4.-14 and ~<o I m o go rov-

standard deviation 0.343. Smirnov Test 

The distribution of strategi7 is One-Sample 
.000 1 normal with mean 4.18 and Ko lm o go rov-

standard deviation 0.38·1. Smirnov Test 

The distribution of strategi8 is One-Sample 
.000 1 normal with mean 4.14 and Kolmogorov-

standard deviation 0.343. Smirnov Test 

The distribution of budaya1 is One-Sample 
.OD0 1 25 normal t•\lith mean 4.:30 and Kolmogorov-

standard deviation 0.457. Smirnov Test 

The distribution of buday-a2 is One-Sample 
.000 1 normal with mean 4.26 and Kolmogorov-

standard deviation 0.5·11 . Smirnov Test 

.Asy·mptotic significances are displayed. The significance level is .05. 

1 Lilliefors Corrected 

110 
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I Hypothesis Test Summary 

The distribution of budaya3 is 
normal with mean 4.44 and 

.. standard deviation 0.498. 

The distribution of budaya4 is 
normal with mean 4.44 and 
standard deviation 0.497. 

One-Sample 
Ko I m o go rov­
Smirnov Test 

One-Sample 
Ko I m o go rov­
S m i rn ov T est 

.0001 

.000 1 

The distribution of efekii11 is normaDne-Sample 
. with mean 4.14 and standard Kolmogorov- .000 1 

· deviation 0.343. Smirnov Test 

The distribution of efekti12 is norm.:illne-Sample 
with mean 4.18 and standard Kolmogorov-
deviation 0.381. Smirnov Test 

The distribution of efektif3 is nomi.:illne-Sample 
with mean 4.10 and standard Kolmogorov- .0001 

deviation 0.401. Smirnov Test 

The distribution of efekti14 is normaDne-Sample 
with mean 4.14 and standard Kolmogorov-
deviation 0.343. Smirnov Test 

The distribution of efektiffi is norm.:illne-Sample 
with mean 4.18 and standard Kolmogorov- .0001 

deviation 0.38·1. Smirnov Test 

The d istri b uti on of efekiiffi is norm .::~D n e- Sam pIe 
with mean 4.10 and standard Kolmogorov- .0001 

deviation 0.40·1. Smirnov Test 

The distribution of efektit7 is norm.:illne-Sample 
with mean 4.18 and standard Kolmogorov- .0001 

deviation 0.38·1. Smirnov Test 

The distribution of efektif3 is normaDne-Sample 
· · with mean 4.14 and standard ~<olmogorov-

deviation 0.343. Smirnov Test 

· .. : The distribution of efekiif9 is normaDne-Sample 
tNith mean 4:14 and standard Kolmogorov- .0001 

deviation 0.343. Smirnov Test 

The d istri b uti on of efekiif"1 0 is 
normal·with mean 4.42 and 
standard deviation 0.494 . 

One-Sample 
~<olmogorov­
Smirnov Test 

.000 1 

.Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05. 

1 Lilliefors Corrected 
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Hypothesis Test Summa f)' 

The distribution of efektif11 i:!1Jne-Sample 
normal with mean 4.32 and ~<olmogorov- .000 1 

standard deviation 0.458. Smirnov Test 

The distributi•)n of efeldif12 i:Dne-Sample 
normai1Nith mean 4.38 and Kolmogorov- .000 1 

standard deviation 0.488. Smirnov Test 

The distribution of efektif13 i:Dne-Sample 
normal with mean 4.39 and Kolmogorov- .000 1 

standard deviation 0.499. Smirnov Test 

The distribution of efeldit-14 i:Dne-Sample 
normal with mean 4.30 and Kolmogorov- .ODD 1 

standard deviation 0.457. Smirnov Test 

The distribution of efektit-15 i:Dne,Sample 
normal with mean 4.26 and Kolmogorov- .000 1 . 

standard deviation 0 .51·1. Srnirn ov Test 

The distribution of efektif16 i:Dne-Sample 
normal with mean 4.44 and Kolmogorov- .000 1 

standard deviation 0.498. Smirnov Test 

The distribution of efeldif17 i:Dne-Sample 
normal with mean 4.44 and Kolmogorov- .000 1 

standard deviation 0.497. Smirnov Test 

The distribution of efektif·18 i:Dne-Sample 
normal with mean 4.45 and Kolmogorov- .OD0 1 

• standard deviation 0.4!:;19. Smirnov Test 

Asymptotic signifio::ances are displayed. The significanc:e level is .05. 

1 Lilliefors C•:orrected 
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Lampiran 4 
Printout SPSS 23 Uji Regresi 

Variables Entered/Removeda 

Variables Variables 

Model Entered Removed Method 

1 x4, x3, x2, x1b Enter 

a. Dependent Variable: y 

b. All requested variables entered. 

M dIS o e ummary 

Adjusted R Std. Error of the 

Model R R Square Square Estimate 

1 .989a .978 .977 .05090 

a. Predictors: (Constant), x4, x3, x2, x1 

Model Sum of Squares df Mean Square 

1 Regression 21.962 4 5.491 

Residual .505 195 .003 

Total 22.468 199 

a. Dependent Variable: y 

b. Predictors: (Constant), x4, x3, x2, x1 

Coefficientsa 

Standardized 

Unstandardized Coefficients Coefficients 

Model 8 Std. Error Beta 

1 (Constant) .085 .047 

x1 -.034 .091 -.034 

x2 .195 .044 .198 

x3 .430 .038 .427 

x4 .389 .030 .502 

a. Dependent Variable: y 
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F Sig. 

2118.969 .OOOb 

t Sig. 

1.790 .075 

-.372 .710 

4.468 .000 

11.247 .000 

13.084 .000 
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Lampiran 5 
Kuesioner Penelitian 

KUESIONER PEGA WAI KANTOR PAJAK DAERAH 

Data Responden 

1. Apakah status kepegawaian Anda? 

a. PNS b. Pegawai Tidak Tetap 

2. Apabila Anda berstatus PNS, apakahjabatan Anda? 

a. Pelaksana/ Staf b. Eselon IV c. Eselon III ke atas 

3. Di unit/bagian manakah Anda bekerja? 

4. Apakah pendidikan terakhir Anda? 

a. SMP b. SMNsederajat c. Diploma d. S 1 e. S2 f. S3 

Untuk setiap pernyataan di bawah ini, berikan tanda silang pada masing-masing 

kolom untuk menunjukkan jawaban Anda. 

K~terangan : 

STS = sangat tidak setuju, TS = tidak setuju, N =normal, S = setuju, SS = sangat 

sejutu 

Pernyataan STS TS N s ss 
Struktur Organisasi 

1. Prosedur kerja pelayanan pajak 

diatur dalam suatu workflow dan 

. dapat dimonitor. 

2. Permasalahan Wajib Pajak dapat 

segera ditangani melalui satu 

pintu. 

3. Penyusunan organisasi 

memberikan kemudahan jalur 

pelayanan. 

114 
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Pernyataan 

4. Penyusunan organisasi 

memberikan kemudahan dalam 

menindaklanjuti adanya 

kekurangan pembayaran pajak. 

5. Dalam orgamsas1 terdapat 

bagian yang menangam 

kewenangan melakukan 

penelitian SPTPD, baik 

penelitian kant or maupun 

penelitian lapangan. 

6. Penyusunan organisasi 

memberikan kemudahan jalur 

pemeriksaan pajak. 

7. Informasi menyangkut Wajib 

Pajak dapat dengan mudah 

dikumpulkan dan dikelola. 

8. Workflow sebagaimana diatur 

dalam SOP dapat dimonitor 

secara transparan. 

9. Terdapat sistem yang dapat 

memudahkan pengawasan 

kegiatan administrasi yang 

dilakukan pegawai. 

10. Terdapat divisi khusus yang 

secara aktif mengawasi 

pelaksanaan kinerja pegawai. 

Prosedur Organisasi 

1. Terdapat petugas costumer 

service yang bertugas melayani 

Wajib Pajak. 
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Pernyataan STS TS N s ss 

2. Terdapat petugas yang ditunjuk 

untuk mengawasi kepatuhan 

Wajib Pajak. 

3. Dalam hal Wajib Pajak sudah 

menggunakan cash register, 

terdapat mekanisme untuk 

membaca data cash register 

terse but. 

4. Komunikasi dengan Wajib Pajak 

lebih intensif dan terbuka 

didukung 

oleh kunjungan pembinaan. 

5. Penggunaan sistem informasi 

dalam menatausahakan SSPD 

dan SPTPD. 

6. Dilakukan sosialisasi ketentuan/ 

peraturan terbaru dan pembinaan 

mental (attitude). 

Strategi Organisasi 

1. Terdapat penyederhanaan 

administrasi perpajakan yang 

memungkinkan kecepatan akses 

informasi dan pelayanan. 

2. Dilakukan kampanye a tau 

penyuluhan pajak. 
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Pernyataan STS TS N s ss 

3. Dilakukan pemeriksaan kepada 

sektor tertentu yang tingkat 
l 

kepatuhannya masih rendah atau 

masih berpotensi digali. 

4. Adanya kegiatan penyidikan 

tindak pidana untuk memberikan 

efekjera. 

5. Dilakukan penagihan pajak 

melalui pemblokiran rekening, 

pencegahan dan penyanderaan. 

6. Terdapat mekanisme control 

internal atas pelayanan, 

penelitian lapangan dan 

pemeriksaan pajak. 

7. Dilakukan pelatihan ten tang 

metode pelayanan prima. 

8. Terdapat sistem komunikasi 

yang efektif di dalam organisasi. 

Budaya Organisasi 

1. Terdapat intemalisasi nilai 
'I 

organisasi. 

2. Terdapat nonna perilaku yang 

dijadikan kode etik pegawm 

yang menjadi stan dar perilaku 

pegawm. 

3. Terdapat pemberian insentif 
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Pernyataan 

pemungutan pajak sebagai 

perwujudan good governance. 

4. Terdapat komitmen yang tinggi 

dari pegawai dalam bekerja. 

Efektivitas Pemungutan Pajak 

1. Ekstensifikasi Pajak 

a. Dilakukan kegiatan pendataan 

objek pajak secara berkala. 

b. Terdapat rasio yang baik antara 

jumlah Wajib Pajak yang 

terdaftar dibandingkan dengan 

jumlah Wajib Pajak yang 

seharusnya terdaftar. 

c. Terdapat perkembangan jumlah 

Wajib Pajak terdaftar dalam 5 

tahun terakhir. 

2. Intensifikasi Pajak 

a. Dapat diketahui secara cepat 

adanya Wajib Pajak yang tidak 

melakukan pembayaran dan/atau 

pelaporan SPTPD setelah 

tanggal jatuh tempo. 

b. Segera diterbitkan Surat 

Himbauan bagi Wajib Pajak 

yang terlambat melakukan 

pembayaran 

c. Dapat diketahui secara cepat 

adanya kesalahan dalam SPTPD. 

d. Dilakukan peninjauan ke 
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a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
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Pernyataan STS TS N s ss 
lapangan atas Wajib Pajak yang 

dalam waktu tertentu tidak 

melaporkan SPTPD. 

Dilakukan peninjauan ke 

lapangan untuk mengetahui 

rata-rata omset Wajib Pajak 

dalam satu mas a paj ak. 

Dilakukan pemeriksaan secm·a 

rutin atas pembukuan!pencatatan 

Wajib Pajak untuk 

mencocokkannya dengan isian 

SPTPD. 

Semua petugas melakukan 

tugasnya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Law Enforcement 

Dilakukan pemeriksaan atas 

pembukuanlpencatatan Wajib 

Pajak. 

Dilakukan penerbitan SKPDKB 

atas hasil pemeriksaan. 

Dilakukannya penerbitan STPD 

atas SKPKBD/ SKPKBDT yang 

. tidak/kurang dibayar. 

Diterbitkan Surat Teguran, Surat 

Paksa serta Surat Perintah 

Melakukan Penyitaan. 

Dilakukan tindakan penyitaan, 

pemblokiran rekening Wajib 

Pajak serta pencegahan 
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Pernyataan STS TS N s ss 
bepergian ke luar negeri. l 

4. Kepatuhan Pajak 

a. Wajib Pajak secara rutin ' 

menyampaikan SPT. 
; 

b. Wajib Pajak membayar sesuai 

jumlah pajak yang harus dibayar. 

c. Wajib Pajak mengikuti 

penyuluhan pelayanan dan 

pemeriksaan pajak 

Terima Kasih 
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